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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang. 

Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) adalah  salah satu instrumen 

strategis perekonomian di Indonesia. Selain  melaksanakan fungsi  pelayanan 

kepentingan umum PSO ( Public Service Obligation), BUMN berperan sebagai 

salah satu sumber pendapatan  melalui deviden yang disetorkan ke negara 

selain pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN 

dinyatakan  bahwa maksud dan juga  tujuan pendirian  BUMN antara lain  untuk  

memberikan sumbangan dan konstribusi  bagi perkembangan perekonomian 

nasional Indonesia secara umumnya dan juga  penerimaan negara pada 

khususnya  dan termasuk  untuk mengejar keuntungan (deviden ). Tapi sayang 

sebagian BUMN memiliki kinerja yang kurang baik untuk memenuhi harapan 

pemerintah agar memberi konstribusi optimal pada  APBN dari setoran  deviden. 

Beberapa faktor penyebab banyaknya BUMN yang merugi atau sakit antara lain 

karena faktor  inefisiensi,  misinvestasi, lemahnya kompetensi manajemen, 

kalah dalam persaingan bisnis, lemahnya kontrol, kolusi dan  perkoncoan serta 

campur tangan berbagai pihak ( tidak independen ). 

Dalam pertemuan rapat dengar pendapat tahun 2021 antara DPR RI 

dengan  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipaparkan data bahwa  

ada 35 BUMN  masuk dalam kebijakan program untuk restrukturisasi di PT 

Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA. Pada kesempatan lain Menteri 

BUMN  menyampaikan bahwa dari 143 BUMN (dengan kurang lebih 800 anak 

cucu usaha BUMN) yang menyetor dividen ke negara hanya ada sekitar 10 

BUMN. Itu berarti hanya ada 7% BUMN yang sehat,sementara sisanya 93% 

atau sekitar 133 BUMN sakit, sekarat,  pingsan atau bahkan mati suri. (Dr. Sri 

Mulyono dalam https://publika.rmol.id/) 

Salah satu faktor determinan yang berpengaruh dalam  kinerja  BUMN 

adalah faktor tata kelola perusahaan yang baik ( Good Coorporate Governance). 

GCG adalah hal mendasar  yang memberi arahan, mitigasi dan kontrol sistem 

1 
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terhadap semua aksi korporasi mulai dari perencanaan hingga pada tahap akhir 

dan evaluasi proses  manajemen yang berjalan. 

Disisi lain Transformasi Digitali adalah hal yang tak bisa dihindari (sebuah 

keniscayaan)  sebagai tuntutan  Revolusi Industri 4.0. Demikian juga pada  tata 

kelola binis perusahaan. Peradaban ini adalah era terjadinya lompatan dan 

perubahan eksponensial yang berdampak pada perubahan tatanan dan model 

bisnis kearah yang sangat dinamis dan sering sulit untuk diprediksi sebagai 

akibat dari inovasi dan kemajuan teknologi dibidang informasi, telekomunikasi 

dan transportasi yang semakin cepat dan canggih. 

Berbagai jenis perusahaan mengalami dampak disrupsi perkembangan 

digitalisasi terpaksa menutup bisnisnya karena tidak siap memasuki era  

kompetisi sekaligus kolaborasi dimasa digitalisasi ini. Guna mengantisipasi 

perkembangan cepat ini, para  manajemen perusahaan harus mengenal dan 

beradaptasi era digitalisasi dan menyusun strategi terhadap bisnis model dan 

mengaplikasikan tata kelola perusahaan baik guna memenangkan kompetisi 

bisnis yang semakin ketat. Para pengelola BUMN sudah harus melakukan 

langkah  transformasi digital pada  seluruh  proses bisnis  guna menopang      

penerapan nilai-nilai GCG. 

Penerapan sistem digitalisasi jika tidak dibarengi tata kelola dan kontrol 

yang baik  akan berujung pada problem dalam perusahaan. Terdapat  masalah 

pada sistem keamanan terkait teknologi informasi yang ditemukan mulai dari 

penyalahgunaan dan  pencurian data, manipulasi  transaksi, penghentian 

layanan akibat problem pada teknologi digitalisasi dan informasi perusahaan 

yang buruk yang dapat berakibat pada  kerugian bisnis  juga pada  pelanggan 

maupun mitra bisnis. Biasanya hal  yang berakibat pada perusahaan antara lain  

pada sistem keamanan data ,proses operasional, resiko opini dan image 

perusahaan . Dalam situasi yang sangat ketat dibutuhkan kalkulasi pada  

mitigasi resiko dan sistim pengendalian internal perusahaan sebagai bagian 

dari keseimbangan fingsi kontrol  terhadap alur manajemen yang berjalan . 

 

Lima variabel kunci dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  

( Good Corporate Governance = GCG ) yaitu transparansi, responsibilitas, 

akuntabilitas, kemandirian dan kewajaran adalah nilai yang menjadi prasyarat 
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guna terciptanya keseluruhan  proses manajemen yang baik dan 

bertanggungjawab.  Pemanfaatan  sistem digitalisasi dalam penerapan nilai dan 

variabel  GCG harus dioptimalkan sehingga tercipta sebuah budaya dan 

peradaban perusahaan terkoneksi dan adaptif dengan  teknologi sehingga akan 

mempermudah dalam berbagai proses manajemen  internal, juga dalam fungsi 

kontrol dan dalam membangun kemitraan dengan stakeholder di luar 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka  taskap ini akan membahas mengenai  

implementasi teknologi digital untuk membangun Good Corporate Governance 

( GCG ) BUMN guna meningkatkan  pendapatan negara dan berkonstribusi 

pada perekonomian nasional. 

 

2. Rumusan Masalah : 

Rumusan masalah dari penulisan Taskap ini adalah : Bagaimana 

membangun  Good Corporate Governance pada BUMN dengan implementasi 

teknologi digital dalam rangka meningkatkan perekonomian Nasional.  

 Dari rumusan masalah tersebut di atas pertanyaan kajian adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pelaksanaan Good Corporate Governance  BUMN saat ini  ? 

b. Bagaimana penggunaan teknologi digital guna melaksanakan Good 

Corporate Governance pada BUMN ?  

c. Bagaimana strategi pemanfaatan teknologi digital guna menopang 

pelaksanaan Good Corporate Governance  secara optimal  ? 

 

3. Maksud dan Tujuan : 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Taskap ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Maksud tulisan Taskap ini untuk memahami seperti apa pemanfaatan 

digitalisasi dalam penerapan GCG di BUMN selama ini dan bagaimana 

sebaiknya optimalisasi digitalisasi pada tata kelola GCG di BUMN. 

b. Tujuan penulisan Taskap ini sebagai sumbangsih pemikiran penulis sebagai 

peserta PPRA LXIV Lemhannas RI untuk pemangku kebijakan terkait 

dengan permasalahan yang dibahas dalam Taskap ini. 
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4. Ruang Lingkup dan Sistematika : 

a. Ruang lingkup penulisan Taskap  ini membatasi pada pembahasan  terkait 

pelaksanaan   optimalisasi penerapan digitalisasi pada pelaksanaan tata 

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ) di BUMN yang 

dikaitkan pada lima prinsip atau variabel GCG yaitu ( Transparansi, 

Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran ). 

b. Sistematika taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antar bab 

yang satu dengan lainnya dengan sistimatika sebagai berikut : 

1) Bab I.  Pendahuluan. 

Dalam bab ini berisi uraian antara lain latar belakang penulisan, 

perumusan masalah, uraian maksud dan tujuan, uraian ruang lingkup 

dan sistematika, uraian metode dan pendekatan yang digunakan, serta 

beberapa pengertian yang dijelaskan  untuk dapat menyamakan 

persepsi dalam memahami pembahasan. 

2) Bab II  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran penulisan 

Taskap ini, diantaranya kerangka teori terkait judul, pengertian-

pengertian, pemaparan data dan fakta,  pemetaan lingkungan strategis  

serta regulasi atau peraturan perundangan terkait pembahasan. 

3) Bab III Pembahasan 

Dalam bab ini akan dibahas dan analisis pokok pembahasan terkait 

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan 

BUMN yang didasarkan pada teori dan tinjauan pustaka pada bab II 

serta data data yang ada yang juga dikaitkan dengan fakta-fakta yang 

terjadi. Hasil analisis kemudian dirumuskan sebagai solusi dari pokok 

permasalahan yang ada. 

4) Bab IV Penutup. 

Pada bab ini berisi simpulan dari pembahasan sebelumnya dan juga 

berisi rekomendasi untuk diajukan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para pengambil kebijakan dan stakeholder terkait. 
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5. Metode dan Pendekatan : 

a. Metode. 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode 

analisis kualitatif - deskriptif yang menekankan pada pengumpulan dan 

analisis penyajian data dan fakta berdasarkan literatur (studi kepustakaan 

baik fisik maupun internet)  juga data sekunder lainnya yang ada. Juga 

menggunakan pemaparan secara sederhana analisis SOAR ( Strength, 

Opportunities, Aspiration, Results).  

Data juga difokuskan pada aspek-aspek yang akan dianalisis yaitu 5 prinsip 

dalam GCG  

b. Pendekatan. 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam penulisan ini 

dilakukan dengan perspektif kepentingan Nasional yaitu menyangkut 

peningkatan ekonomi Nasional dari konstribusi keuntungan BUMN.  

 

6. Pengertian : 

a. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah 

terdigitalisasi, untuk mempengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, 

mengubah cara interaksi perusahaan dan pelanggan, (Brennen dan Kries) 1 

b. Transformasi Digital adalah merujuk pada pengadopsian teknologi digital 

yang lebih luas lagi dan ada perubahan budaya didalamnya. Transformasi 

digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia dibandingkan teknologi 

digitalnya.2 

c. Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik,   

adalah : ”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain 

suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan” (Cadbury 

Committee). Menurut Muh. Effendi “ pengertian GCG adalah suatu sistem 

pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola 

                                                           
1
  Brennen dan Kries dalam :  https://inixindojogja.co.id/apa-itu-digitisasi-digtalisasi-dan-transformasi-
digital-ketahui-perbedaannya/ (diakses 21 Mei 2022 ) 

2
 Ibid. 

https://inixindojogja.co.id/apa-itu-digitisasi-digtalisasi-dan-transformasi-digital-ketahui-perbedaannya/
https://inixindojogja.co.id/apa-itu-digitisasi-digtalisasi-dan-transformasi-digital-ketahui-perbedaannya/
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risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan 

aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam 

jangka panjang “. 3 

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada seluruh proses manajemen 

BUMN menekankan kepatuhan sebagaimana yang termuat pada Peraturan 

Menteri BUMN Nomor : 01 / MBU / Tahun 2011 ( Pasal 3 ) tentang Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik  (Good Corporate Governance)  yaitu : 

1) Transparansi (Transparency) yaitu prinsip keterbukaan  dalam  berbagai 

aspek mulai dari proses perencanaan, operasional,  pengambilan 

keputusan, hingga hal strategis lainnya yang dilakukan perusahaan .  

2) Akuntabilitas (Accountability) menyangkut fungsi dan tugas serta 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja dan hasil  perusahaan 

kepada seluruh stakeholder perusahaan . 

3) Pertanggungjawaban (Responsibility) Adalah terkait rencana misi dan 

kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan baik berdasarkan lingkup 

tugas maupun dalam kaitan kesesuaian aturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4) Kemandirian (Indepedency) yaitu terkait proses pengelolaan perusahaan 

yang lepas dari benturan dan konflik kepentingan berjalan dalam prinsip 

tata kelola professional sesuai dengan aturan Perundang-undangan. 

5) Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan terkait pemenuhan 

hak para pemangku kepentingan (stakeholder) secara proporsional 

sesuai perjanjian dan landasan peraturan yang berlaku. 

d. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah  sebuah badan usaha yang 

seluruh atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah ( Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003). 

e. Perekonomian Nasional adalah Kondisi ekonomi bangsa Indonesia secara 

Nasional yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 

jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu 

negara secara Nasional, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi Indonesia. 

                                                           
3
 https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/ (diakses 5 Mei 2022) 
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Dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat mengatakan 

perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi 

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional 

f. Manajemen Kinerja Korporasi ( Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright ). 

Manajemen kinerja adalah sebuah proses dimana manajer memastikan 

aktivitas karyawan dan hasilnya apakah sesuai dengan tujuan perusahaan. 

Manajemen kinerja adalah pusat dalam mencapai keunggulan kompetitif 

g. Shareholding & Stakeholding: 

Teori Shareholder  mengklaim manajer perusahaan memiliki taggung jawab 

utama untuk memaksimalkan return.( Milton Friedman) memperkenalkan ide 

ini pada tahun 1960-an. Intinya, dia menyatakan bahwa korporasi 

bertanggung jawab terhadap pemegang sahamnya. Teori stakeholding  

berargumen jika tugas manajer bisnis secara etis adalah untuk bertanggung 

jawab kepada shareholder sekaligus kepada komunitas, baik mereka yang 

terdampak dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan perusahaan. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

7. Umum 

Dalam bab ini akan memaparkan beberapa landasan teori tentang 

digitalisasi dan juga bagaimana peran dan fungsi GCG dalam manajemen 

perusahaan untuk menciptakan performa dan kinerja positif Perusahaan . Juga 

akan di sampaikan beberapa data dan fakta terkait pemanfaatan internet dan 

digitalisasi dalam aktivitas masyarakat dan dunia usaha, serta kondisi 

lingkungan strategis yang mempengaruhi peradaban dan pemanfaatan 

digitalisasi dan keterkaitan dengan GCG . Selain itu dalam bab ini juga akan 

memaparkan beberapa regulasi yang dijadikan pijakan terkait GCG dan 

digitalisasi. 

 

8. Landasan Teori 

a. Pengertian dan Urgensi Digitalisasi dalam Pengelolaan Perusahaan 

Digitalisasi adalah proses pengalihan informasi dalam bentuk analog ke 

bentuk digital. Proses pengalihan dilakukan dengan menggunakan teknologi 

digital, sehingga informasi bisa diperoleh dan ditransmisikan melalui 

peralatan dan jaringan internet. 

Peralihan sistem dari konvensional ke sistem digital memiliki tujuan  untuk 

mencapai kinerja yang unggul, kompetitif,dan berkelanjutan dengan adaptasi 

berbagai dimensi bisnis, termasuk model bisnis, pengalaman pelanggan 

(produk dan layanan digital), dan operasional (mulai proses perencanaan 

dan pengambilan keputusan), yang dapat memengaruhi kemampuan atau 

bakat individu dan seluruh sistem nilai korporasi. 

Perubahan sistim dari konvensional ke digital diidentifikasi sebagai 

transformasi digital, seperti didefinisikan oleh Constellation Research, 

“ merupakan metodologi yang digunakan organisasi untuk mengubah dan 

membuat model dan budaya bisnis baru dengan teknologi”.4 

                                                           
4
  http://cloudsolution.mii.co.id/article/enam-tren-teknologi-yang-membentuk-transformasi-digital (diakses  
3 juli 2022) 

8 

http://cloudsolution.mii.co.id/article/enam-tren-teknologi-yang-membentuk-transformasi-digital
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Secara sederana, ada 2 hal yang mendasari terjadinya perubahan kearah 

digitalisasi (transformasi digital), yang pertama adalah kemajuan teknologi  

internet, dan yang kedua adalah lahirnya berbagai fasilitas dan perangkat 

teknologi baru yang menyebabkan transformasi ini mengalami proses 

percepatan (akseleratif). 

Era digitalisasi adalah bagaimana teknologi mempercepat segala 

sesuatu sehingga dapat diintegrasikan menjadi sebuah rangkaian sistim 

melalui perpaduan perangkat halus (software) dan perangkat keras 

(hardware) dari sarana teknologi informasi yang ada. 

Beberapa teknologi digital yang menjadi elemen pendorong percepatan 

tersebut diantaranya sebagai berikut: 5 

- Internet of Things (IoT) 

Internet of Things adalah  teknologi yang memungkinkan segala hal dapat 

terkoneksi dengan internet. IoT dapat memungkinkan objek tertentu tanpa 

tenaga manusia dapat mentransfer data lewat jaringan dari objek ke objek 

tertentu dalam waktu kapanpun. 

- Big Data 

Dengan memanfaatkan tool business intelligence pada big data , manajemen 

perusahaan dapat melakukan evaluasi menggunakan data keuangan 

perusahaan misalnya pendapatan perusahaan serta nilai transaksi dengan  

customer, juga melalui big data perusahaan dapat menentukan bisnis model 

dan lebih pas serta dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan 

cara memfokuskan produk dan services perusahaan yang memiliki potensi 

keuntungan yang paling tinggi. 

- Cloud Computing (komputansi awan) 

Komputasi awan (cloud computing) merupakan  teknologi yang menjadikan 

internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna 

komputer diberikan hak akses (login). Dalam komputasi awan terdapat tiga 

model pengiriman data : pertama, adalah  Software as a Service (SaaS), 

kedua Platform as a Service (PaaS), ketiga adalah Infrastructure as a 

Service (IaaS). SaaS dikelola oleh penyedia layanan platform dan 

infrastruktur yang menjalankan aplikasi tersebut. PaaS merupakan  layanan 

                                                           
5
  https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/ (diakses 10 Juni 2022) 

https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/
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menggunakan platform yang telah disediakan, pengembang fokus pada 

aplikasi yang dibuat tanpa memikirkan tentang pemeliharaan platform. IaaS 

adalah layanan untuk penggunaan infrastruktur digital yang telah tersedia.. 

- Artificial Intelligence (AI) 

Artificial Intgelligence adalah tambahan perangkat sistem yang pada sebuah 

sistem yang telah ada yang merupakan  kecerdasan buatan yang dapat 

digunakan sesuai target dan kebutuhan perusahaan. Teknologi ini 

mempunyai kecerdasan manusia seperti kemampuan mengembangkan data 

dan kemampuan menganalisis. 

- Teknologi Robotik 

Teknologi robotik memudahkan dalam pekerjaan yang selama ini dilakukan 

oleh tenaga manusia karena mempunyai kemampuan meningkatkan kuatitas 

dan kuantitas dalam produksi, serta mempermudah pekerjaan sehingga 

teknologi robotic dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dan dapat 

menggantikan peran tenaga manusia. 

- Blockchain 

Teknologi blockchain merupakan sistim penyimpanan data secara digital 

yang memanfaatkan sumber daya computer untuk membuat blok-blok data 

lalu menghubungan blok-blok data tersebut  untuk digunakan dalam  

transaksi .Teknologi ini dapat berjalan sendiri  menggunakan algoritma 

computer tanpa membutuhkan system tertentu yang mengaturnya. 

Blockchain telah digunakan dalam cryptocurrency serta bidang keuangan . 

Transformasi digital juga telah diatur dalam  RPJMN 2020-2024, 

perumusan strategi transformasi digital nasional meliputi tiga unsur, yaitu : 

Pertama, Penyiapan Layanan Digital 

- Menyiapkan aturan  tentang transformasi digital 

- Membentuk lembaga yang akan mengkoordinasikan proses pelaksanaan 

transformasi digital 

- Menyiapkan  infrastruktur sebagai jaringan pendukung 

- Membangun sistem pendidikan berkompetensi digital 

- Meningkatkan kompetensi SDM berbasis digital 

- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam penyediaan layanan 

digital 
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Kedua, Pemenuhan Layanan Digital 

- Menerapkan aturan Pemerintah berbasis elektronik  

- Inventarisasi bentuk layanan dari pemerintah yang berbasis digital. 

- Integrasi semua sistem digital  di pemerintah ke dalam satu sistem. 

- Melakukan kerjasama dengan semua pihak dalam pemenuhan layanan 

digital 

Ketiga, Pengelolaan Big Data 

- Menganalisa semua sumber Big Data yang disediakan oleh  pemerintah 

maupun swasta 

- Menciptakan sumber-sumber Big Data 

- Mengembangkan kapasitas analisa Big Data 

- Mengembangkan sistem pembuatan keputusan di berbagai level birokrasi 

- Menjalin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha 

Digitalisasi saat ini tidak hanya sekedar pemanfaatan teknologi 

internet dengan berbagai perangkat yang menyertainya,  tapi jauh dari itu  

digitalisasi sudah menjadi tolok ukur kemajuan sebuah tatanan peradaban 

dan termasuk performa organisasi dan korporasi bisnis dalam menjaga 

eksistensi dalam perubahan peradaban disrupsi yang akan sangat 

menentukan capaian dan target usaha yang di tetapkan. Banyak perusahaan 

yang bangkrut salah satu penyebabnya adalah kalah dalam kompetisi 

dengan bisnis serupa karena tidak memanfaatkan secara optimal teknologi 

digital dalam tata kelolanya.  

Realitas Kompetisi dunia bisnis saat ini diwarnai akurasi, kecepatan 

dan ketepatan sepanjang sejarah peradaban manusia. Perusahaan saling 

berlomba melakukan transformasi  pelayanan efisien dan cepat untuk  

kepuasan pelanggan juga untuk  meminimalisasi cost operasional. 

Perubahan  bisnis model dan strategi bisnis  sebagai upaya beradaptasi 

dengan tantangan dan kebutuhan dalam rangka memenangkan kompetisi 

bisnis yang ada. Tata kelola perusahaan yang berbasis digital menjadi 

kebutuhan organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. 

b. Manfaat dari digitalisasi bisnis 

Proses transformasi bisnis dari konsep konvensional  ke sistim digital 

meliputi proses transaksi dan penerapan berbagai sistem yang dimiliki 
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perusahaan. Penerapan digitalisasi memberi manfaat dan tujuan untuk  

mempercepat pencapaian  efisiensi kerja, mengurangi penggunaan tenaga 

operasional manusia, efektifitas dan efisiensi untuk mendapatkan hasil yang 

lebih optimal serta mencangkup coverage wilayah yang lebih luas ( global). 

Digitalisasi  merupakan terobosan baru yang menjanjikan kemudahan 

dan efektivitas juga efisiensi.  Kompetisi usaha dari tahun ke tahun semakin 

ketat dengan penggunaan teknologi yang terus berkembang yang  berekses 

pada persaingan sekaligus juga peluang yang semakin terbuka. Dengan 

adanya pembaharuan menuju digitalisasi  bisnis yang dibangun akan tetap 

relevan dengan perkembangan zaman, dan tetap bisa mengikuti kebutuhan 

pasar. 

Beberapa manfaat penerapan  digitalisasi bagi perusahaan  antara 

lain :6 

- Efisiensi biaya dan menurunkan cost perusahaan 

Aktivitas pada perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, 

perlu menerapkan digitalisasi dalam operasional perusahaan, dan melalui 

penggunaan dan memaksimalkan proses digitalisasi ini, operasional dapat 

memangkas waktu dan biaya pengembangan produk hingga 50%. 

- Meningkatkan value dan daya saing produk 

Penggunaan digitalisasi perusahaan  secara signifikan dapat memberikan 

pengaruh terhadap peningkatan kecepatan dalam memperkaya spesifikasi 

produk. Produk dapat dikontrol dan didesain untuk memiliki  nilai dan daya 

saing yang tinggi. Sehingga perusahaan punya waktu luang lebih banyak 

untuk menciptakan strategi dan inovasi-inovasi baru. 

- Memberikan kemudahan 

Pelayanan kepada pelanggan lebi efektif dan mempermudah para karyawan 

dalam menjalankan tanggungjawab. Dengan adanya penerapan sistem 

diharapkan akan mempersingkat proses semua proses dalam tata kelola 

perusahaan. 

-  Meningkatkan akurasi data dan jangkauan global 

Dengan penerapan sistem digitalisasi, dapat membuat satu sumber data 

yang lebih akurat yang diperlukan manajer dan pimpinan dalam mengambil 

                                                           
6
  https://appsensi.com/7-manfaat-digitalisasi-dan-modernisasi-perusahaan/ diakses 2 September 2022 

https://appsensi.com/7-manfaat-digitalisasi-dan-modernisasi-perusahaan/
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keputusan yang strategis.Melalui  digitalisasi data  dapat diakses dimana 

saja. Tidak dibatasi ruang dan waktu. 

- Jarak dan wilayah bukan menjadi kendala lagi 

Digitalisasi mengatasi permasalahan seperti jarak dan wilayah serta waktu. 

Digitalisasi juga dapat mendorong otomatisasi yang antara lain mampu 

meningkatkan waktu respon dan pelayanan kepada pelanggan. Kegunaan 

lain adalah dapat menghemat waktu dalam pencarian data dan menemukan 

dokumen yang diperlukan. 

- Lebih teratur dan sistematis 

Digitalisasi dapat mengupayakan semua data yang di input untuk disortir dan 

ditampilkan sesuai dengan keinginan. Proses digitalisasi secara langsung 

tentunya dapat membuat pekerjaan dan penyimpanan data menjadi lebih 

teratur dan sistematis dan sangat mudah dalam pencarian data yang 

dibutuhkan. 

- Mempermudah komunikasi antar karyawan 

Dalam pengelolaan perusahaan, factor komunikasi menjadi hal yang sentral 

dan  penting. Komunikasi bukan hanya menjadi satu jenis saja, tapi bisa 

digabungkan dengan multifungsi, sesuai kebutuhan, Peningkatan kualitas 

dalam berkomunikasi ini juga pastinya diperlukan baik untuk internal maupun 

eksternal perusahaan. 

Melalui penerapan Human Resources Management (HRM) sangat 

membantu pengelolaan SDM dalam sebuah perusahaan khususnya terkait 

monitoring prestasi dan target  kerja setiap karyawan. Kemudahan 

digitalisasi juga sangat membantu proses evaluasi dalam pemberian reward 

kepada pegawai berprestas 

 

c. Pentingnya Digitalisasi Bagi Perusahaan: 

Penerapan digitalisasi di era Industri 4.0 memberi banyak 

kemudahan dalam proses manajemen perusahaan antara lain aspeknya 

pemanfaatan  komputasi awan untuk penyimpanan dan pengolahan data 

perusahaan, sarana marketing berbasis digital, hingga layanan verifikasi 

otomatis bagi para pegawai dan control dalam seluruh rangkaian proses 
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manajemen dan kinerja perusahaan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, control dan evaluasi hasil. 

Beberapa manfaat lain yang dapat dirasakan perusahaan saat 

menjalankan strategi transformasi digital diantaranya : 

- Mendorong motivasi karyawan untuk mencapai dan produktivitas tinggi. 

- Mempermudah komunikasi, kolaborasi dan koordinasi antara semua 

stakeholder dalam suatu perusahaan. 

- Memudahkan pengambilan keputusan yang tepat oleh pimpinan. 

- Membantu pencarian data, pengambilan data serta pengolahan dan 

analisis yang tepat sasaran. 

- Meminimalisasi kesalahan dalam tata kelola baik yang dilakukan oleh 

manusia maupun kesalahan sistem. 

- Meningkatkan jumlah ROI (Return on Investment) perusahaan. 

- Kesempatan untuk terus berinovasi untuk mencapai target transformasi 

digital yang mudah dan  akan selalu berkembang mengikuti zaman.  

Jika melihat banyaknya manfaat yang bisa dirasakan, penerapan 

digitalisasi ini terbilang krusial untuk perusahaan yang bergerak di berbagai 

sektor. Semakin cepat perusahaan menerapkan difgitalisasi sistem maka 

akan semakin cepat perusahaan tersebut melakukan adaptasi dan 

perubahan signifikan dalam kinerja untuk mencapai target-target bisnis yang 

dicanangkan. 

 

d. Pengertian, Manfaat dan Tujuan GCG (Good Corporate Governance ).  

Berikut ini penjelasan berdasarkan beberapa landasan teori dan pendapat 

para ahli tentang definisi yang dimaksud. 

1) Pengertian GCG : 

Menurut Cadbury Committee (1992) menjelaskan pengertian Good 

Corporate Governance (GCG)  adalah sebuah sistem yang menjadi 

pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas 

perusahaan dan perusahaan itu sendiri. 7 

                                                           
7
 https://info.populix.co/articles/good-corporate-governance/ (diakses 15 agustus 2022) 

https://info.populix.co/articles/good-corporate-governance/
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GCG adalah nilai yang dijadikan rambu yang operasional untuk 

mengontrol jalannya tata kelola perusahaan dalam mencapai tujuan 

sesuai target yang ditetapkan. 

IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance), Good 

Corporate Governance didefinisikan sebagai struktur, sistem dan proses 

yang digunakan oleh organisasi sebagai upaya untuk memberikan nilai 

tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder berlandaskan pada 

peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 8 

 

2) Manfaat GCG 

Menurut Trinanda dan Mukodim (2010), manfaat dari pelaksanaan Good 

Corporate Governance sebagai berikut  : 9 

- Dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

- Dapat meningkatkan kinerja keuangan. 

- Mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dilakukan oleh dewan 

- komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri. 

- Meningkatkan kepercayaan investor. 

Banyak hal positif yang disa diperoleh peerusahaan jika secara 

konsisten menerapkan prinsip dalam GCG. Ahmad Daniri menjelaskan 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) akan memberikan 

manfaat antara lain: “ (1) mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang 

harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang 

kepada pihak manajemen; (2) mengurangi biaya modal (Cost of Capital); 

(3) meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka 

panjang; (4) menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan 

perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan 

kebijakan yang ditempuh perusahaan “. 10 

 

                                                           
8
  https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2014/jiunkpe-is-s1-2014-31409001-
30502-penerapan-chapter2.pdf 

9
 https://media.neliti.com/media/publications/186463-ID-pengaruh-penerapan-corporate-governance.pdf 

10
https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/ (Diakses  8 Agustus  2022) 

https://accounting.binus.ac.id/2017/06/20/good-corporate-governance-gcg/
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3) Tujuan GCG 

Menurut Surya dan Yustiavandana (2006) penerapan prinsip GCG secara 

konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan yaitu :11  

- Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 

- Mendapatkan cost of capital yang lebih mudah. 

- Memudahkan pengambilan  keputusan yang lebih baik dalam 

meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 

- Membangun nilai kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan. 

- Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum karena ada dalam 

frame tata kelola yang benar. 

Perusahaan dalam menerapkan  GCG dan dalam operasionalnya 

menpedomani salah satu peraturan yang diterbitkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG), yaitu komite yang dibentuk oleh 

Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: 

KEP/49/M.EKON/11/2004 yang bertugas membuat pedoman penerapan 

GCG di Indonesia kususnya pada sector publik. 

9. Data dan Fakta 

Dalam mendukung pemikiran betapa pentingnya melaksanakan GCG dalam 

manajemen perusahaan BUMN berikut ini disampaikan data dan fakta sebagai 

pendukung. 

a. Pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance ) BUMN di Indonesia 

Dasar pijakan dari penerapan GCG dalam proses manajemen BUMN 

diterbitkan Peraturan Menteri (PERMEN) BUMN No. 01 Tahun 2011 tentang 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good Corporate 

Governance (GCG) pada BUMN, yang kembali menegaskan Peraturan 

Menteri  BUMN Nomor : 117  Tahun 2002 tentang  Penerapan Praktek Good 

Corporte Governance (GCG) pada BUMN, yang menyatakan bahwa BUMN 

punya kewajiban dalam  menerapkan GCG yang konsisten dan  juga secara 

berkelanjutan. 

                                                           
11

 https://dewey.petra.ac.id/repository/jiunkpe/jiunkpe/s1/mbis/2014/jiunkpe-is-s1-2014-31409001-
30502-penerapan-chapter2.pdf 
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Penerapan GCG pada BUMN di Indonesia masih relatif rendah, hal 

tersebut mengindikasikan belum terlaksananya  pengelolaan perusahaan 

secara professional. Salah satu survey ACGA (Asian Corporate Governance 

Assosiation) di beberapa negara kepada pelaku bisnis asing yang ada  di 

asia , hasil survey tersebut mendudukkan posisi Indonesia sebagai Negara 

yang masih lemah (buruk)  dibidang Corporate Governance/tata kelola 

perusahaannya (lihat tabel 1). 12 

                                                           (Tabel 1 ) 

Skor Peringkat Good Corporate Governance di Asia 

__________________________________________ 

     No    Nama Negara   Skor_ 

1.           Singapura    1,90 

2.  Australia   2,50 

3.  Japan     3,55 

4.   Hongkong   4,38 

5.   USA     5,54 

6.  Taiwan     5,75 

7.  Macao     6,50 

8.  South Korea    6,63 

9.  Malaysia    6,78 

10.  Philipines    6,85 

11.  China     7,08 

12.  Thailand    7,13 

13.  India     7,25 

14.  Indonesia   7,57 

15.  Vietnam    7,90 

16.  Cambodia    8,13 

                                              _________________________________________ 
                 
Sumber: Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Limited (Dalam Mutia Handayani 2021 ) 

Keterangan: makin kecil skor, makin baik pelaksanaan  Good Corporate Governance. 
 
 

Dari data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih termasuk salah 

satu negara yang belum baik ( buruk)  dalam  penerapan GCG jika  

dibandingkan dengan Negara-negara tetangga dan di asia lainnya.  

Banyaknya Perusahaan milik negara ( BUMN ) Indonesia yang mengalami 

                                                           
12

  Mutia Handayani 2021; Pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia; https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/21161; 
( diakses 12 April 2022) 
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masalah menggambarkan indikasi rendah dan masih  lemahnya penerapan 

GCG dalam proses manajemennya. 

Penerapan GCG pada perusahaan adalah sebuah kewajiban yang 

bertujuan untuk memberikan kemajuan dan meningkatkan kinerja 

perusahaan yang outputnya akan berdampak pada operasional perusahan 

yang efektif dan mampu meraih laba. Dalam Implementasi GCG juga 

mengindikasikan  penegakan etika kerja sekaligus juga  etika bisnis sehingga 

komitmen perusahaan dapat berjalan dengan baik yang bermuara pada  

kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan GCG harus 

komprehensif dan meliputi seluruh tingkatan dan jenjang organisasi yaitu 

seluruh pengurus dan karyawan mulai dari  level pelaksana hingga ke tingkat 

direksi dan dewan komisaris/pengawas. 

 

b. Tren digitalisasi di Indonesia 

Era Revolusi Industri 4.0 yang berbasis digitalisasi telah menciptakan 

disrupsi (perubahan besar) yang mesti dikalkulasi dan waspadai khususnya 

oleh organisasi bisnis yang salah satunya adalah perusahaan-perusahaan 

BUMN. Realitas kemajuan teknologi juga telah menjadi kebutuhan dan 

mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia secara umum dalam 

beraktifitas. Tingginya jumlah pengguna Internet di Indonesia telah 

membentuk sebuah budaya dan perilaku social masyarakat termasuk di 

dalamnya kebiasaan menggunakan perangkat technologi berbasis Internet 

yang berdampak signifikan terhadap bisnis model dan tata kelola dari dunia 

usaha khususnya yang bersentuhan langsung dengan public (masyarakat 

luas). 

Tren pengguna internet di Indonesia yang mengalami kenaikan pesat 

adalah realitas peradaban yang memberi pengaruh dan dampak luas 

terhadap situasi ekonomi Nasional. Data yang dipaparkan oleh  Hootsuite 

(We are Social) Indonesian Digital Report 2021 (lihat gambar 1 ),13 

Total Populasi Indonesia (jumlah penduduk): 274,9 juta,    total 

pengguna mobile unik: 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia),   

total   pengguna internet: 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di 

                                                           
13

  https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/ (Diakses  10 Agustus 2022 ) 

https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/
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Indonesia),     total pengguna media sosial aktif: 170 juta (61,8% dari jumlah 

populasi di Indonesia) 

 

                                                             ( Gambar :  1  ) 
Data tren penguna internet (teknologi digital ) dan media sosial pada tahun 2021 di Indonesia    

( sumber : we are social ) 

 

Dari hasil survei DBS Digital Trasurer 2020 menyatakan bisnis dalam 

negeri Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam pemanfaatan digitalisasi 

di antara negara Asia Pasifik. Tercatat 26% perusahaan di negeri ini sudah 

memiliki strategi jelas masuk ke ranah digital. 14 

Hasil riset e-conomy SEA 2019 oleh Google, Temasek, dan Bain and 

Company menunjukkan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2019 senilai 

US$ 40 miliar (lihat gambar 2). Kemudian pada 2025, diproyeksikan 

meningkat menjadi US$ 133 miliar. Terbesar di Asia Tenggara. Namun riset 

tersebut juga menyebut Indonesia masih memiliki hambatan, seperti potensi 

ekonomi yang masih berpusat di Jabodetabek dan rendahnya literasi 

finansial masyarakat Indonesia.15 Hal ini merupakan salah satu kendala yang 

memperlambat implementasi ekonomi digital di Indonesia.  Masalah ini mesti 

di sikapi secara cepat dan komprehensif agar potensi yang ada bisa 

dikonversi menjadi peluang dan pendapatan ekonomi baik bagi Negara juga 

                                                           
14

   https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f75a452651aa/potensi-besar-membangkitkan-
ekonomi-lewat-digitalisasi (diakses 28 juli 2022) 

15
   Ibid 

https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f75a452651aa/potensi-besar-membangkitkan-ekonomi-lewat-digitalisasi
https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f75a452651aa/potensi-besar-membangkitkan-ekonomi-lewat-digitalisasi
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bagi pendapatan langsung oleh masyarakat untuk peningkatan ekonomi 

secara Nasional. Salah satu lembaga yang bisa menjadi ujung tombak kea 

rah itu adalah perusahaan –perusahaan BUMN.  

 

       

( Gambar  2) :  

  Ekonomi digital indonesia (Sumber : Katadata) 

 

Dalam kompetisi dunia usaha dibutuhkan kejelian dalam memetakan 

peluang dan ancaman yang berkembang khususnya dalam menanggapi 
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perkembangan teknologi digital yang mengalami akselerasi yang sering sulit 

diprediksi sehingga akan berdampak pada  kemampuan survival perusahaan. 

Berdasarkan fakta yang ada beberapa contoh perusahaan bisnis besar dunia 

yang mengalami kebangkrutan dan kolaps karena tak mampu bertahan dalam 

kompetisi kemajuan teknologi digital antara lain :16 

Nokia : Nokia sempat menguasai pasar ponsel di akhir tahun 90-an hingga awal 

2000-an, sayangnya kelambanan merespon kemajuan teknologi digital akhirnya 

terhempas dalam kompetisi dengan kemunculan ponsel Anroid dan Apple yang 

menawarkan berbagai fasilitas ponsel masa kini. 

Yahoo ;  juga mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan inovasi 

digital yang dikembangkan mesin pencarian sejenis yaitu google. Akibat 

stagnasi inovasi maka pada tahun 2016, Yahoo menjual bisnisnya  ke salah 

satu  operator telekomunikasi di AS. 

Kodak : Perusahaan kamera yang telah menguasi pasar selama beberapa 

decade namun, pada akhirnya kalah inovasi dengan  kamera berbasis sistim 

digital melalui kamera digital dan kamera ponsel pintar berdampak pada 

tersisihnya Kodak dan mengalami kebangkrutan dalam persaingan pasar di era 

digital ini. 

Chairman B20 Indonesia Arsjad Rasjid yang juga Ketua Umum Kadin 

memaparkan  dunia mengalami perubahan akibat  disrupsi teknologi. Ada  52% 

perusahaan bangkrut atau mengalami akuisisi akibat  tidak dapat  mengikuti 

perkembangan / tren digitalisasi.17 

Kegagapan dalam berkompetisi dalam persaingan era digital juga terjadi 

pada beberapa perusahaan milik Negara ( BUMN) yang juga mengalami 

kerugian hingga pada likuidasi /pembubaran karena berbagai factor yang 

menyebabkan kerugian yang tak bisa lagi diselamatkan. Salah satu factor 

adalah ketidakmampuan memasuki kompetisi pasar akibat kemajuan 

technology dan disrupsi peradaban internet. Beberapa BUMN yang kolaps dan 

                                                           
16

   https://wartaekonomi.co.id/read303582/3-perusahaan-teknologi-ini-berujung-bangkrut-padahal-dulu-
tenar ( diakses 8 september 2022 ) 

17
   https://economy.okezone.com/read/2022/07/09/455/2626578/52-perusahaan-besar-bangkrut-akibat-

digitalisasi (diakses 7 September 2022) 

https://wartaekonomi.co.id/read303582/3-perusahaan-teknologi-ini-berujung-bangkrut-padahal-dulu-tenar
https://wartaekonomi.co.id/read303582/3-perusahaan-teknologi-ini-berujung-bangkrut-padahal-dulu-tenar
https://economy.okezone.com/read/2022/07/09/455/2626578/52-perusahaan-besar-bangkrut-akibat-digitalisasi
https://economy.okezone.com/read/2022/07/09/455/2626578/52-perusahaan-besar-bangkrut-akibat-digitalisasi


22 
 

dibubarkan antara lain :18 PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. Istaka Karya, PT 

Industri Sandang Nusantara, PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh 

(KKA). 

Transformasi digital mensyaratkan proses digitalisasi dalam operasional 

tata kelola bisnis yang selalu diadaptasikan dengan setiap perubahan disruptif 

agar tercipta budaya kerja seluruh pemangku kepentingan  perusahaan yang 

berbasis digital sehingga memungkinkan penyempurnaan (perubahan) yang 

signifikan di dalam operasional perusahaan dalam seluruh proses dari awal 

perencanaan hingga evaluasi hasil capaian. 

 

10. Lingkungan Strategis 

a. Lingkungan strategis global 

Pengelolaan GCG di Indonesia maupun di negara- negara di dunia 

banyak mendapat pengaruh oleh sistem yang sudah dipedomani di 

berbagai negara.  Secara global di seluruh belahan dunia model 

pengelolaan perusahaan secara garis besar jika dikelompokkan terdapat 

tiga model tata kelola perusahaan yang terkenal dalam corporate 

governance model yaitu : ( Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005) ). 

1. Good Corporate-Shareholders model,  

Kebijakan diambil oleh pemegang saham . Sistim ini banyak diterapkan 

di Amerika dan Inggris,  

2. Stakeholder Model, (Model pemangku kepentingan) 

Sistem ini banyak diterapkan di  negara Jerman, Jepang, Afrika Selatan 

dan sebagian Asia. Sistem model pemangku kepentingan tidak hanya 

pemegang saham yang mempunyai wewenang dalam pengambilan 

keputusan akan tetapi semua kelompok pemangku kepentingan di 

perusahaan tersebut. Sehingga mempertimbangkan kesejahteraan 

semua kelompok 

3. Good Corporate Governance Continental (Continental European).  

Model ini banyak digunakan di benua eropa antara lain di Denmark,  

Belanda,  Prancis, dan Jerman. Sistem ini punya keungulan  antara lain 

                                                           
18

 https://newssetup.kontan.co.id/news/hasil-bersih-bersih-bumn-4-perusahaan-bumn-yang-rugi-besar-
dibubarkan 
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pelanggaran dan kecurangan (fraud) dapat ditekan melalui efektivitas 

pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris. 

 

Model Anglo-Saxon disebut juga Singleboard system yaitu struktur 

Corporate Governance yang tidak memisahkan keanggotaan dewan 

komisaris dan dewan direksi (anggota komisaris merangkap dewan direksi). 

Sementara model Continental Europe, atau dikenal dengan twoboard 

system governance terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, 

dan Manajer Eksekutif (manajemen). Secara tegas memisahkan pengawas 

(dewan komisaris) dengan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris 

diangkat oleh RUPS dan selain mengotrol Direksi , Dewan Komisaris dapat 

memberhentikan direksi dan sekaligus mengontrol pelaksanaan GCG . 

Setiap negara-negara didalam menerapkan GCG melakukan  

pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan waktu. 

Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu pendekatan yang  sarat aturan 

atau sistem (Hard Law) dan pendekatan yang lebih menekankan 

pendekatan etika (Soft Law). Sebagai contoh, Amerika dan Singapura lebih 

memilih pendekatan Hard Law, sedangkan negara-negara Skandinavia, 

Inggris dan Australia lebih memilih pendekatan Soft Low (Daniri, 2008).19 

Realitas lingkungan strategis global saat ini banyak diwarnai oleh 

situasi kemajuan peradaban Revolusi Industri 4.0 dan geostrategi yang 

mengalami pergeseran tatanan dan tantangan yang dipengaruhi oleh: 

Pertama, Dampak  pandemi Covid 19 yang  memaksa  setiap  orang   

harus melakukan aktifitas dari  rumah (work from home). Kondisi ini 

berimplikasi pada pemanfaatan teknologi berbasis internet sebagai solusi 

untuk tetap melaksanakan aktifitas jarak jauh  untuk pencapaian  target dan 

orientasi pekerjaan maupun kinerja bisnis berbagai organisasi dan 

perusahan dengan memanfaatakn digitalisasi sistem sebagai bagian dari 

Revolusi Industri 4.0. 

Kedua, Kemajuan Peradaban dalam Revolusi Industri 4.0 yang ditandai 

dengan akselerasi di bidang Teknologi Informasi dan komunikasi telah 

                                                           
19   

Wibowo Edi,  IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA  , Jurnal Ekonomi dan 
Kewirausahaan Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta 
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menimbulkan disrupsi diberbagai bidang. Manusia di seluruh belahan bumi 

telah berada dalam fase peradaban global yang tidak lagi terbatasi oleh 

ruang dan jarak karena kemajuan teknologi Internet sehingga kinerja 

berbagai sektor semakin cepat dan mengalami berbagai lompatan yang 

sering kali sulit diprediksi. Guna menjaa eksistensi perusaaan-perusaaan 

berlomba memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk menopang 

proses tata kelola perusahaan yang berbasis internet dan memanfaatkan 

kecangihan teknologi seperti big data, komputasi awan, blockchain, artificial 

intelligent dan berbagai aplikasi yang sesuai bisnis model masing-masing 

perusahaan. 

 

b. Lingkungan strategis Nasional 

1). Gatra Demografi: 

Hasil sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia 

sejumlah  270.203.917 jiwa dan Indonesia ada pada era bonus 

demografi yaitu usia produktif yang sudah melebihi 60 % . Potensi 

tersebut adalah modal dasar untuk memajukan tata kelola BUMN 

secara optimal melalui sistim digitalisasi dengan memanfaatkan dan 

mengembangkan SDM milenial yang melek teknologi dan sangat fasih 

dalam menggunakan teknologi dalam berbagai keseharian mereka. 

Minat kaum generasi muda Indonesia pada dunia teknologi Informasi 

sangat tinggi sehingga menjadi salah satu modal dan potensi SDM 

yang perlu dikelola secara optimal guna menopang perekonomian 

Nasional di sektor digital khususnya menopang digitalisasi dalam tata 

kelola BUMN secara baik. 

 

2).  Panca Gatra : 

a) Ideologi : 

Kemajemukan masyarakat Indonesia dengan segala latar sosial-

budaya yang meliputinya membutuhkan ideology pengikat yang 

mesti menjadi jiwa dan semangat dalam membangun ketahanan 

nasional. 
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Dalam kaitan membangun ketahanan ideologi maka kesejahteraan 

dan pemerataan ekonomi masyarakat Indonesia harus terjawab 

sebagai pembuktian bahwa Ideologi Pancasila mampu 

menghadirkan kondisi ekonomi yang baik bagi Negara dan 

menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan 

semua BUMN mampu meningkatkan performa keuangan dan 

memberi deviden bagi negara selaku pemilik BUMN .Sehingga  3 

tujuan pendirian  BUMN bisa terwujud yaitu sebagai sarana 

pelayanan public PSO (Publik Service Obligation), memberi setoran 

deviden/keuntungan bagi negara dan memberi dampak ekonomi 

bagi masyarakat melalui lapangan kerja, CSR dan sumbangsih 

perekonomian. Hal ini hanya bisa diwujudkan jika BUMN mampu 

dikelola secara baik melalui sistem GCG yang ditopang dengan 

pemanfaatan teknologi digital secara optimal.  

 

b) Politik : 

Dalam gatra politik yang mesti dibangun adalah konsistensi dalam 

membangun sistim dan tatanan politik yang demokratis berdasarkan 

nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Produk dan kebijakan politik 

harus berbasis penguatan tata kelembagaan politik yang lebih 

terbuka, transparan, akuntabel, bersih, tidak korup, melibatkan 

partisipasi luas masyarakat. Produk politik melalui regulasi terkait 

perwujudan tata kelola BUMN yang baik melalui digitalisasi akan 

memberi peran signifikan dalam kaitan penyehatan lembaga BUMN 

sehingga salah satu pilar ekonomi melalui BUMN bisa menopang 

system politik yang memberi kesejahteraan bagi masyarakat. 

 

c) Ekonomi : 

Gatra ekonomi menekankan pada perwujudan ketahanan ekonomi 

nasional yang bertumpuh pada ekonomi masyarakat baik melalui 

UMKM maupun bertumpu pada konstribusi BUMN sebagai salah 

satu pilar ekonomi negara yang bertujuan mengelola SKA (Sumber 

Kekayaan Alam ) dan potensi lainnya yang ada  untuk 
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dikonstribusikan pada pendapatan Negara sehingga penelolaan 

Negara memiliki sumber keuangan untuk mewujudkan pelayanan 

fasilitas dan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. 

Sistem GCG BUMN yang berbasis digital ditujukan kearah efisiensi, 

efektifitas dan menciptakan BUMN yang sehat dan dapat 

berkonstribusi bagi perekonomian Nasional secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

 

d) Sosial-Budaya : 

Ketahanan sosial budaya merupakan  kondisi kehidupan sosial 

budaya yang dijiwai oleh kepribadian dan nilai luhur bangsa 

Indonesia  (yang secara prinsip terkandung dalam 

pancasila) .Didalamnya terkandung kemampuan saling menopang 

dan bersatu dalam kemajemukan dan menempatkan Pancasila 

sebagai nilai pemersatu. Kearifan lokal yang ada di Nusantara 

adalah kekayaan sosial-budaya yang harus dijadikan modal 

kekuatan untuk membangun bangsa. Peran BUMN dalam 

berkonstribusi bagi perekat sosial dapat diperankan jika performa 

perusahaan baik dan sehat. Konstribusi BUMN dapat bersinergi 

dalam membangun nilai dan perekat sosial melalui program CSR 

(Corporate Social Responsibility) dan rekruitmen tenaga kerja serta 

bantuan ekonomi yang berbasis sosial-budaya melalui 

pengembangan komunitas dalam masyarakat Indonesia 

( Community Development). 

 

e) Pertahanan Keamanan : 

Pertahanan dan keamanan Nasional akan bisa diwujudkan melalui 

berbagai instrument maupun kelembagaan yang ada dalam 

masyarakat terbasuk peran signifikan yang harus dikonstribusikan 

oleh BUMN baik dalam sisi setoran deviden (laba bagi negara), 

penyerapan tenaga kerja yang menopang ketahanan masyarakat 

dan dalam konstribusi sebagai fungsi pelayanan PSO ( Publik 
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Service Obligation) bagi masyarakat dan bagi projek strategis 

nasional yang akan memperkokoh pertahanan keamanan bangsa.  

 

11. Aturan Perundang-Undangan 

Aturan Perundang-Undangan yang menjadi rujukan antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1995  Tentang Pasar Modal. 

Yang terkait dengan regulasi ini adalah seputar keterbukaan informasi dan 

hak publik untuk menerima data dan informasi bisnis dan pasar modal  

sehingga setiap badan usaha dituntut tampil secara optimal dalam 

administrasi dan pengelolaan perusahaan yang sehat dan menjaga seluruh 

pihak yang terkait dengan perusahaan masing-masing. 

 

b. Undang-Undang nomor 19  Tahun 2003 Tentang BUMN ( Badan Usaha 

Milik Negara ). 

Yang jadi rujukan dari regulasi ini adalah mekanisme control dan 

pengawasan  komisaris dan dewan pengawas BUMN terhadap eksekutif 

atau manajemen perusahaan. Dewan engawas/komisaris juga wajib 

membentuk komite audit dan komite lainnya seperti komite mitigasi resiko 

maupun komite remunerasi dan nominasi sesuai arahan Menteri BUMN. 

Tugas komite adalah menjadi perpanjangan tangan dewan komisaris untuk 

membantu secara teknis dan pemikiran bagi komisaris dalam menjalankan 

fungsi kontrol terhadap operasional yang dijalankan oleh manajemen 

perusahaan. Komite-komite yang dimiliki dewan komisaris  bekerja kolektif  

membantu komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 

Kesimpulannya bahwa regulasi ini juga menekankan outcame performance 

BUMN yang sehat dan memberi konstribusi bagi perekonomian Nasional. 

 

c. Undang-Undang nomor 40  Tahun 2007 Tentang  Perseroan Terbatas  

Didalam Undang-Undang Nomor .40 Tahun 2007 ini, selain mengatur 

pendirian PT juga soal  hak kepemilikan saham dan hubungan antar 

stakeholder. Dalam Pasal 63 dijelaskan kewajiban Direksi untuk menyusun 

RKAP Perusahaan secara tahunan. Selanjutnya, dalam pembuatan RKAP 

tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS untuk 
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mendapatkan persetujuan. Dalam regulasi ini diatur mekanisme control dan 

pengawasan dari Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi serta Lembaga 

pelaporan tertinggi dalam RUPS. Regulasi ini bermuara pada bagaimana 

sebuah korporasi dikelola secara efektif, efisien berdasarkan prinsip Good 

Corporate Governance. 

 

d. Permen BUMN Nomor  01 Tahun 2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan 

yang Baik (Good Corporate governance.) Pada BUMN. 

Peraturan Menteri Negara BUMN ini isinya menekankan kewajiban BUMN 

untuk secara konsisten menerapkan GCG dan menjadikan GCG sebagai 

landasan operasionalnya mulai dari perencanaan hingga evaluasi. GCG 

menjadi rambu dan parameter dalam tata kelola perusahaan dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. 

Menurut Pasal 44 (1) Permen BUMN 01 Tahun 2011, BUMN wajib 

melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan 

berkala setiap 2 (dua) tahun. Pengukuran kualitas GCG  dalam 2 bentuk, 

pertama adalah  penilaian (assessment) atas  pelaksanaan GCG. Kedua 

adalah  evaluasi (review) atas tindak lanjut dari  rekomendasi perbaikan 

dari hasil penilaian sebelumnya. Dalam pengukuran tersebut yang  

melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), 

sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang 

kompeten yang ditunjuk oleh dewan komisaris. 
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 BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum 

Mengacu pada rumusan masalah dan pertanyaan kajian dalam Bab I , 

maka dalam bab III ini akan dilakukan pembahasan  melalui pemanfaatan 

beberapa landasan teori, data dan fakta, pertimbangan lingkungan strategis 

dan regulasi perundangan yang ada pada bab sebelumnya sehingga dapat 

menjawab dan memberi kesimpulan terhadap rumusan masalah dan 

pertanyaan kajian. Berdasarkan 3 (tiga)  pertanyaan kajian yang ada dalam 

bab I maka akan di lakukan pembahasan yang mengacu pada pertanyaan 

tersebut sebagai berikut : 

 

13. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) BUMN saat ini  

Dalam pelaksanaan GCG pada BUMN saat ini mengalami dinamika dan 

tantangan tersendiri untuk sampai pada level pelaksanaan yang diharapkan.  

Praktik dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

seharusnya dapat meningkatkan nilai organisasi, meningkatkan kinerja 

keuangan, juga mengurangi resiko terjadinya proses pembuatan keputusan 

yang salah, selain itu  berperan meningkatkan kepercayaan dan rasa aman 

dari para investor. Sayangnya  Indonesia sendiri masih memiliki banyak  

kekurangan dan masalah dalam penerapan prinsip GCG hal itu terlihat 

dengan posisi Indonesia yang cenderung buruk dalam penerapan prinsip 

dibandingkan negara-negara tetangga.  

Dalam prakteknya sering kali tantangan yang dihadapi pengelola BUMN 

dalam melaksanakan GCG terhambat oleh tiga faktor utama.  Pertama adalah 

terlalu banyaknya kepentingan dari pemerintah selaku pemilik saham 

mayoritas yang terkadang bertolak belakang dengan kebijakan manajemen 

perusahaan BUMN sehingga menyulitkan manajemen  dalam menentukan 

objektif perusahaan secara professional dan mandiri. Kedua, manajemen 

diberikan kewenangan terbatas atau  begitu besarnya faktor politik dalam 

penempatan para pejabat (direksi dan komisaris) sehingga menyulitkan 

29 
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pengambilan keputusan yang objektif dalam perusahaan. Ketiga, kurang 

menariknya insentif yang diberikan ke manajemen sehingga motivasi 

kinerjanya belum maksimal. Hal lainnya adalah cenderung lemahnya peran 

para direksi dan komisaris serta sistem audit internal yang belum optimal dan 

terkadang masih pada tingkat prosedural administratif dan juga transparansi 

yang masih berjalan setengah hati, serta penegakan hukum yang juga masih 

lemah dalam menangani kerugian atau salah kelola dari manajemen 

(mismanagement). 

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan GCG yang sering 

ditemukan dalam pengelolaan perusahaan BUMN dipengaruhi kondisi baik 

internal maupun eksternal dalam kaitan pelaksanaan prinsip GCG sebagai 

berikut : 

a. Kondisi Internal  

Adapun realitas kondisi internal yang ditemukan dalam penerapan 

prinsip-prinsip GCG pada BUMN adalah  sebagai berikut. 

1) Transparansi  

Untuk pelaksanaan prinsip transparansi datam  CGC sebagian 

BUMN telah menerapkan prinsip transparansi dalam tahapan proses 

manajemen mulai dari Perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pembagian tugas (staffing), pengarahan (directing), 

pelaksanaan (actuating), pengawasan (controlling) dan evaluasi 

(evaluating). GCG diwujudkan dengan menerapkan prinsip kolektif 

dan kolaborasi yang memberi ruang untuk menerima masukan dan  

juga menyampaikan secara terbuka  dengan stakeholder terkait  

kebijakan yang akan dilakukan perusahaan engan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Sebagian BUMN 

ada yang telah mempublikasi dalam website atau situs perusahaan 

masing-masing, tetapi ada juga BUMN  yang masih pada lingkup 

terbatas (internal) melalui rapat resmi manajemen. Hal yang menjadi 

prinsip dalam variabel  transparansi adalah keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan dan juga 

keterbukaan dalam penyediaan informasi yang update, akurat, dan 



31 
 

tepat waktu kepada stakeholders dalam melaksanakan seluruh  

proses pengambilan keputusan perseroan. 

Perseroan berkewajiban mengungkapkan dan memaparkan  

informasi yang penting sebagai laporan berkala juga laporan 

perseroan kepada pemegang saham dan stakeholder terkait secara 

tepat waktu, akurat dan objektif dengan cara yang mudah diakses 

sesuai dengan peraturan perundangan  yang berlaku. Untuk menjaga 

obyektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan 

informasi yang material dan relevan dan mudah dipahami oleh 

pemangku kepentingan. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) 20 

dalam menjalankan prinsip Transparansi, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Namun 

prinsip transparansi belum sepenuhnya berjalan. Beberapa faktor 

yang membuat penerapan Transparansi belum baik antara lain  visi 

dan misi , target RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang 

merupakan turunan tahunan dari  RJPP (Rencana Jangka Panjang 

Perusahaan), dan kebijakan strategis  (corporate action) yang tidak 

tersosialisasi secara utuh ke seluruh manajemen perusahaan (level 

bawah) dan terhadap pemangku kepentingan (stakeholder)  dan juga  

laporan keuangan yang belum sepenuhnya terbuka dengan berbagai 

pertimbangan bahkan kepentingan lain. Proses implementasi digital 

sistem kadang menjadi hal yang dipertimbangkan oleh manajemen 

ibarat pedang bermata dua yang bisa membawa kebaikan dalam hal 

transparansi dan kepentingan public dan stakeholder  maupun dalam 

usaha menutup informasi yang dianggap perlu dirahasiakan oleh 

manajemen. Hal ini menyebabkan kredibilitas informasi pada 

perusahaan menjadi kurang terpercaya. Padahal, sisi kredibilitas 

informasi sangatlah penting agar dapat dipercaya oleh semua 

pengguna informasi. Keterbukaan informasi dari perusahaan dapat 

                                                           
20

  Wahyubroto, Antonius Manggala ; Mustamu ,H Ronny. 2017. “implementasi prinsip-prinsip good 
corporate governance pada perusahaan di kota gresik”. Jurnal AGORA Vol. 5, No. 3; Program 
Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra.  
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digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam 

pengambilan keputusan. Penerapan dan pemanfaatan digital 

pengelolaan GCG merupakan sebuah konsep yang menekankan 

pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar, akurat, dan tepat waktu. GCG menunjukkan juga 

kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua 

informasi kinerja keuangan maupun non-keuangan perusahaan 

secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan BUMN yang sudah terbuka (ada saham umum/public)  

maupun yang utuh dimiliki pemerintah  harus memandang GCG bukan 

sebagai aksesori, melainkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan 

nilai perusahaan. (Sedarmayanti, 2012). 

 

2) Akuntabilitas 

Pada pelaksanaan prinsip akuntabilitas, perusahaan BUMN 

menunaikan  pertanggungjawaban kinerjanya melalui pengelolaan 

yang benar dan disampaikan kepada seluruh stakeholder terkait 

secara  terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 

tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas disampaikan dalam bentuk 

laporan bulanan, kuartal, semester dan laporan tahunan baik melalui 

Komite Audit, Dewan komisaris/pengawas maupun dalam rapat 

tahunan RUPS yang juga telah di audit oleh akuntan independen. 

Implementasi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan 

keterbukaan informasi dalam bidang financial dalam hal ini ada dua 

pengendalian yang dilakukan oleh direksi dan komisaris. Direksi 

menjalankan operasional perusahaan, sedangkan komisaris 

melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan oleh Direksi. 

Hal ini sesuai dengan pembagian tugas menurut aturan yang ada dan 

juga dalam konteks penerapan checks and balances.  Pelaksanaan 

prinsip akuntabilitas yang baik membuat perusahaan  terhindar dari 

benturan kepentingan peran (agency problem ). 
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Dalam prinsip akuntabilitas, perusahaan harus 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 

Maka dari itu, perusahaan harus dikelola dengan cara yang benar dan 

terukur, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemilik saham (shareholders) dan 

semua pihak pemangku kepentingan (stakeholders). Penerapan 

prinsip akuntabilitas belum sepenuhnya baik. Hal itu disebabkan 

karena sebagian instruksi kerja (work instruction) , uraian tugas (job 

description) belum terperinci dan terdapat tumpang tindih dalam tugas 

sehingga sering timbul  adanya rangkap jabatan. Selain itu standar 

pelaksanaan (Standard Operating Procedure )  pada kasus –kasus 

tertentu tidak berjalan dalam pelaksanaannya di lapangan. SOP sering 

tidak berjalan berdasarkan tahapan sehingga tidak sedikit kesalahan 

terjadi  bahkan dalam alur proses manajemen . SOP memiliki fungsi 

untuk memperlancar tugas karyawan atau tim kerja, mengetahui 

dengan jelas hambatan-hambatan yang terjadi di dalam perusahaan 

sehingga mudah ditangani, mengarahkan karyawan agar tetap disiplin 

dalam bekerja, dan sebagai dasar hukum yang jelas apabila terjadi 

penyimpangan. Prinsip dasar dari  akuntabilitas yaitu berfungsinya 

seluruh komponen manajemen dan operasional yang menggerakkan 

organisasi agar jalannya kegiatan perusahaan berlangsung sesuai 

tugas dan kewengannya masing-masing sehingga kesalahan dapat 

diminimalisasi. 

 

3) Responsibilitas 

Penekanan dalam responsibilitas yaitu perusahaan wajib  

mematuhi perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan  

proses manajemen termasuk masalah pajak, hubungan industrial, 

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, 

standar penggajian, dan persaingan yang sehat, tangung jawab 

sosian perusahaan dan hak-hak para pekerja dan semua pemangku 

kepentingan.  Perusahaan juga harus  melaksanakan tanggung jawab 
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terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara 

kesinambungan usaha perusahaan  untuk jangka panjang 

Prinsip responsibilitas penekanannya pada kepatuhan  dalam 

menjalankan dan berpedoman pada  peraturan undang-undang dan 

melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan 

lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan bisnis dalam 

jangka panjang dan diakui sebagai warga perusahaan yang baik.  

Termasuk dalam menjalankan program tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat CSR (Corporate Social Responsibility) termasuk 

didalamnya seperti mematuhi UU ketenagakerjaan mengenai 

penetapan jam kerja dan pembayaran upah dan berbagai hak-hak 

pekerja. Menurut Wibisono (2007), CSR merupakan suatu komitmen 

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan 

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat 

ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup 

karyawan beserta keluarganya. Dalam prinsip pelaksanaan 

responsibilitas ini dalam beberapa BUMN membentuk lembaga kerja 

tersendiri yang dikhususkan menangani hal terkait. Problem kemudian 

timbul jika hal yang terkait dengan perintah Undang-Undang ini belum 

menjadi hal yang dianggap penting untuk ditindak lanjuti.  

 

4) Kemandirian  

Prinsip kemandirian (independensi) dalam GCG menekankan 

agar tidak terjadi konflik dan benturan kepentingan (conflict of interest) 

baik oleh para pejabat pengelola BUMN maupun oleh stakeholder 

terkait. Dalam Peraturan Menteri BUMN nomor 01 /MBU / 2011 

Tentang GCG ditekankan dalam Pasal 23 ditegaskan bahwa para 

anggota direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai 

benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung  dari pengambilan keputusan 

dan kegiatan perusahaan BUMN. Tiap organ Perusahaan punya batas 

dan ruang lingkup kewenangan sehingga tidak saling mendominasi 

dan terjadi keseimbangan dalam operasional manajemen. 



35 
 

Perusahaan harus dikelola secara independen dengan 

keseimbangan kekuasaan yang tepat, sehingga tidak ada organ 

perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada 

intervensi dari pihak lain. Independensi menggambarkan sikap dan 

kebijakan yang tidak memihak serta tidak di bawah tekanan pihak 

tertentu dalam mengambil keputusan dan aksi korporasi.  

Kendala dan masalah utama dalam manajemen BUMN terletak 

pada prinsip kemandirian ini karena masih tingginya kepentingan 

pihak pemerintah baik karena keterkaitan penugasan PSO BUMN 

(Public Service Obligation) maupun kepentingan personal tertentu 

yang sering kali secara sadar atau tanpa sadar melakukan campur 

tangan ke dalam korporasi dengan berbagai latar kepentingan. Hal ini 

menjadi kendala dan masalah baik dari sisi penerapan GCG maupun 

pada komitmen memanfaatkan teknologi digital karena masih sarat 

dengan berbagai kepentingan meskipun dari tahun ke tahun prinsip 

kemandirian semakin mengalami perbaikan secara perlahan. 

 

5) Kewajaran 

Dalam Peraturan Menteri BUMN nomor 01 / MBU / 2011 

Tentang GCG ditekankan melalui pasal 38 dan 39 dalam hal 

hubungan antar pemangku kepentingan (stakeholder). Prinsip 

kewajaran, keadilan atau fairness mengatakan bahwa perusahaan 

dalam melaksanakan kegiatannya harus selalu mempertimbangkan 

kepentingan shareholders dan stakeholders lainnya. Dalam hal ini 

adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak 

yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang 

seharusnya. Dalam hal ini, ditekankan agar pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan, 

serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.. 

Perusahaan juga adil terhadap karyawan dimana proses rekrutmen 

karyawan juga bisa dikatakan adil, dikarenakan setiap calon karyawan 

yang masuk harus melalui assessment tes, juga dalam kesempatan 

pengembangan karir yang sama terhadap setiap karyawan. 
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b. Kondisi eksternal 

Dari sisi eksternal ada beberapa hal yang merupakan realitas dalam 

pelaksanaan GCG BUMN dan seringkali merupakan masalah dalam 

pelaksanaan GCG antara lain : 

1) Sisi penegakan hukum. 

Dalam pelaksanaan GCG khususnya pada prinsip  kewajaran 

(fairness) menekankan perlakuan yang sama dan perlindungan atas 

hak-hak semua pemegang saham dan para pemangku kepentingan 

dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan (abuses of 

authority) oleh pihak-pihak tertentu. Dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia belum ada sanksi hukum yang dapat 

diberlakukan bagi pengelola BUMN (pejabat/manajemen) jika tidak 

menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. GCG masih 

dipandang sebatas arahan dan himbauan yang bersifat teori 

manajemen yang bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tanpa 

adanya konsekuensi hukum yang pasti. Hal ini juga diperlemah 

dengan tidak tegasnya penegakan hukum dan pengadilan (judiciary) 

terhadap kelalaian melaksanakan GCG. 21  Demikian halnya dengan 

sistem kepailitan yang belum menyentuh ranah tersebut. 

 

2) Sisi paradigma dan budaya. 

Sebagaimana telah diungkap sebelumnya bahwa banyaknya 

BUMN yang mengalami kerugian dan kinerja buruk disebabkan oleh 

berbagai faktor. Salah satu hal yang berpengaruh pada penurunan 

kinerja perusahaan BUMN karena sudut pandang bahwa GCG itu 

hanyalah sebuah aturan normatif yang sifatnya tidak mandatory yang 

harus di terapkan sebagai prasyarat menciptakan sistem bagi 

pengelolaan perusahaan untuk menuju pada outcome dimana 

perusahaan dapat meningkatkan kinerja positif yang memberi efek 

domino pada raihan laba perusahaan. Hal ini mengakibatkan 

pelaksanaan GCG belum secara total dan sepenuh hati dilaksanakan, 

                                                           
21

   Dwiridotjahjono, Jojok. 2009. “Penerapan Good Corporate Governance :Manfaat Dan Tantangan Serta 
Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia” Jurnal Administrasi Bisnis  Vol.5, No.2. Center for 
Business Studies FISIP – Unpar. 2009. 
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sehingga efektivitasnya belum maksimal meningkatkan kinerja 

perusahaan BUMN. Paradigma tersebut diyakini oleh pihak diluar 

perusahaan bahwa BUMN adalah entitas permisif dan terbuka untuk 

kerjasama dalam bentuk kolusi, perkoncoan dan berbagai 

penyelewengan (fraud) yang dilakukan oleh para pejabat pengelola 

BUMN sehingga proses transaksional dalam konteks negatif (kolusi, 

korupsi) bisa dilakukan oleh pihak luar dengan BUMN. Paradigma dari 

eksternal seperti ini yang sering menerobos sistem GCG yang coba 

dikembangkan dalam perusahaan BUMN. Hal ini mesti diminimalisasi 

dengan langkah  konsistensi dalam pelaksanaan GCG sehingga 

kepercayaan eksternal bisa terbangun.   

 

3) Sisi kepentingan Politik.  

Sebagai perusahaan milik Negara maka BUMN selalu ada 

dipusaran berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah 

selaku pemilik saham, kepentingan berbagai stakeholder maupun 

kepentingan politik dari berbagai pihak. Situasi tersebut membuat 

sistem yang ada seringkali tidak berjalan dalam rell yang ideal karena 

intervensi berbagai pihak. Fokus BUMN untuk meraih laba juga sering 

kali berbenturan dengan fungsi PSO (Public Service Obligation) yang 

harus menyelaraskan dengan kepentingan masyarakat secara luas. 

Bahkan dalam banyak kasus BUMN justru seringkali  dieksploitasi 

oleh para politisi (Prasetiantono dalam Nugroho dan Siahaan 2005). 

 

14. Penggunaan Teknologi Digital Guna Melaksanakan GCG Pada BUMN 

Penerapan digitalisasi pada proses manajemen dan tata kelola 

perusahaan merupakan fenomena dan tantangan yang harus disikapi oleh 

para pengambil kebijakan dalam lembaga korporasi agar perusahaan bisa 

mengkaji dan mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan tuntutan 

kemajuan dan kebutuhan jaman. Transformasi digital adalah sebuah 

peradaban yang telah menjadi keniscayaan dalam segala sektor termasuk 

sektor pelayanan dan bisnis sebagaimana hakekat kehadiran BUMN di 

Indonesia sebagai pemenuhan pelayanan untuk masyarakat dan target 
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ekonomi melalui keuntungan finansial. Dalam proses tersebut banyak BUMN 

yang telah membangun dan memanfaatkan instrumen teknologi dalam tata 

kelola perusahaan demi menjaga eksistensi dan pencapaian target dari 

perusahaan. Beberapa jenis-jenis teknologi digital yang telah digunakan 

dalam perusahaan BUMN guna menunjang operasional dan tata kelola 

perusahaan misalnya : IoT (internet of things), Big Data, Blockchain Platform, 

Cloud Computing, Artificial Inteligen, Robotic, dan berbagai jenis platform 

turunan yang sesuai kebutuhan operasional usaha dan bisnis model masing-

masing perusahaan BUMN seperti website, cloud document manajement 

system, eprocurement,enterprise resource planning,  smart report, factory 

autocontrol, platform smartphone report, dan banyak lagi platform aplikasi lain.  

Bahkan saat ini sedang hangat pembicaraan sistem metaverse untuk 

diaplikasi dalam beberapa dunia bisnis dan pariwisata ke depan. 

Terdapat sekitar 40 transformasi digital yang dapat diimplementasikan 

dalam perusahaan, dan menemukan bahwa proporsi perusahaan yang 

melaporkan terobosan atau kinerja keuangan terdapat 83% atau lima kali lipat 

yang berfokus pada budaya digital perusahaan dibandingkan yang 

mengabaikan budaya digital perusahaan hanya sekitar 17% dengan hasil 

kinerja yang biasa saja. 22   Keadaan untuk menumbuhkan digital culture 

bahkan lebih kuat jika melihat kinerja yang berkelanjutan, hampir 80% dari 

perusahaan yang berfokus pada budaya mempertahankan kinerja yang kuat 

atau memberikan terobosan. tidak satupun perusahaan yang mengabaikan 

fokus pada budaya digital mampu mencapai kinerja yang baik  tersebut (lihat 

gambar 3). 

 Dengan penerapan digitalisasi, performa  bisnis dan operasional 

perusahaan diharap berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini memberi  dampak 

peningkatan profitabilitas pada  perusahaan yang telah  melakukan perubahan 

pola dan cara kerja digitalisasi tata kelola dalam korporasi.     

Sebuah entitas korporasi dapat  dikatakan telah melaksanakan 

transformasi digital jika mulai menerapkan pola kerja baru dengan 

pemanfaatan berbagai perangkat dan sistim teknologi dalam aktifitas 

                                                           
22

 https://nboindonesia.com/transformasi-digital-hanya-setengah-hati-jika-tanpa-digital-culture-bag-1/ 
( Diakses 6 sept 2022) 
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korporasi. Dengan teknologi digital mampu meningkatkan produktivitas 

perusahaan, dengan ketentuan aturan pendukung sehingga prinsip 

responsibilitas juga terpenuhi. 

                 

     

Gambar  3  : 

Capaian hasil perusahaan yang fokus dengan budaya saat transformasi digital 

(sumber nboindonesia.com ) 

 

 

Setiap Perusahaan sangat dituntut mengembangkan sistem pelayanan 

bagi kebutuhan pelanggan di eras revolusi industri 4.0 saat ini. Tanpa 

penyesuaian produk/layanan menjadi ramah digital, sebuah perusahaan tidak 

akan bisa bertahan atau berkembang pesat di tengah derasnya arus 

digitalisasi yang terjadi. Banyak perusahaan ditinggalkan oleh pelanggan dan 

mitra strategis karena abai dalam pemanfaatan digitalisasi dalam proses tata 

kelola perusahaannya. 

Penggunaan teknologi digital juga memberi dampak pada kinerja  

perusahaan BUMN Adapun dampak yang ditimbulkan dari penggunaan 

teknologi  digital terhadap kinerja perusahaan BUMN antara lain : 

83% 

17% 
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a. Dampak Positif : 

1) Terjadi efektifitas : dari sisi waktu dan output terhadap setiap target 

volume pekerjaan dan projek yang ditangani oleh masing-masing devisi. 

2) Menciptakan  efisiensi : dari pembiayaan dan optimalisasi sumber daya 

perusahaan yang berimplikasi positif terhadap laporan keuangan yang 

mencatat kinerja yang positif ( peningkatan laba usaha). 

3) Perluas jangkauan pasar : Pemanfaatan flatform digital sangat 

membantu dalam pengenalan produk secara efektif yang mampu 

menjagkau seluruh segmen pasar dan customer tanpa dibatasi ruang 

dan waktu.  

4) Produktivitas meningkat : digitalisasi menciptakan akselerasi produksi 

sehingga produktivitas meningkat secara signifikan. Dan pada sisi lain 

terjadi efisiensi (menurunkan cost produksi dan operasional ) 

5) Perluasan inovasi,  ekspansi dan akselerasi bisnis : Dukungan 

teknologi digital, telah membuka efek domino  peluang dan model 

bisnis semakin luas dan terkoneksi dengan rantai bisnis yang lain. 

Kecenderungan konsumen yang telah adaptif terhadap ekosistem 

digital berdampak pada terciptanya komunitas dan  rantai bisnis baru.  

6) Dengan adanya berbagai aplikasi dan flatform digital maka tata kelola 

perusahaan semakin mudah baik dalam perencanaan, pelaksanaan 

rencana strategis perusahaan dan juga proses kontrol lebih terintegrasi 

dan mudah dalam pelaksanaannya. 

7) Mempermudah dalam pemetaan dan analisis bisnis perusahaan baik 

dari sisi tantangan dan ancaman juga dari sisi peluang sehingga bisnis 

model dan mitigasi resiko bisa di antisipasi secara baik. 

8) Mengurangi resiko   penyimpangan dan kecurangan Internal (Fraud). 

Pengembangan IT beserta segala sistem yang terkomputerisasi dan 

terintegrasi akan mempersempit ruang dan kesempatan kecurangan 

yang di internal perusahaan. Karena setiap data informasi dan laporan 

akan terekam dalam database  dan juga sistem keamanan yang 

membuat akses pada data penting hanya terbatas pada orang yang 

punya otoritas. 
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9) Mengurangi terjadinya human eror karena semua system sudah 

terdigitalisasi dengan perangkat teknologi sehingga mudah dalam 

kontrol dan melakukan tracking jika terjadi problem. 

10) Proteksi Data : Banyaknya pencurian data baik secara manual maupun 

lewat kejahatan ciber (ciber crime) membuat proteksi data menjadi hal 

yang sangat penting. Dengan digitalisasi langkah proteksi data 

perusahaan akan  mudah di lakukan. 

11) Mengoptimalkan Investasi : Manfaat transformasi digital sangat 

menopang proses investasi karena para calon investor dengan mudah 

melihat performa bisnis dari perusahaan.  

12) Proses pencapaian tujuan dan target usaha yang lebih terukur dan 

efektif. 

Dari beberapa  data BUMN yang ada, terdapat perusahaan BUMN  yang 

telah menerapkan digitalisasi dalam sistim kontrol manajemen perusahaan 

dan pelaksanaan GCG yang menunjukkan kinerja yang positif dengan 

indikator  raihan laba (keuntungan usaha ) antara lain : PT. Krakatau Steel, 

Perum Peruri, Mind ID, PT. Pelni, PT. PLN, PTPN, PT. Pertamina, PT. Telkom, 

PT. KBI, PT. Pindan, PT. Pos Indonesia, PT. Indonesia Power, PT. Jasa 

Raharja,  BRI,  Bank Mandiri,  dan  BNI. Dengan penerapan digitalisasi pada 

tatakelola GCG dalam Badan Usaha BUMN yang outcomenya meningkatkan 

laba bersih dari usaha BUMN masing-masing dan telah memberi deviden bagi 

negara, setoran pajak yang sangat besar serta memberi pendapatan bukan 

pajak bagi negara yang berarti telah berkonstribusi positif bagi peningkatan 

perekonomian Nasional Indonesia. 

 

b. Dampak Negatif  

 Pengunaan dan penerapan teknologi digital dalam perusahaan 

selain banyak memberi dampak positif, pada sisi yang lain juga 

menciptakan dampak yang negatif antara lain : 

1) Penggunaan sistem dan teknologi digital juga bisa menghasilkan 

berbagai macam permasalahan baru, salah satunya penggunaan 

energi yang cukup boros, semua proses digital baik komputerisasi, 
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komunikasi, dan koneksi membutuhkan energi yang mayoritas berasal 

dari energi fosil.23  

2) Pencurian data perusahaan (cyber crime) dapat terjadi jika proteksi 

pengamanan data perusahaan lemah. 

3) Pengurangan tenaga manusia ( SDM)  akan berkurang karena terganti 

dengan penggunaan teknologi. Labor Institute mencatat, sebanyak 100 

ribu warga kehilangan pekerjaan mereka di tahun 2018 akibat 

digitalisasi dan otomatisasi.24 

4) Komunikasi dengan customer dan mitra semakin jarang terjadi karena 

tergantikan dengan aplikasi teknologi. 

 

c. Masalah Terkait  Digitalisasi  

Dalam rangka penerapan digitalisasi guna melaksanakan GCG pada 

BUMN, terdapat permasalahan dalam proses tersebut yang meliputi 

masalah internal, eksternal dan struktur kepemilikan. 

1) Masalah internal : 

a) Belum adanya peta jalan (road map) dari sebagian besar perusahaan 

BUMN terhadap perencanaan  sistem digital dalam seluruh proses 

manajemen perusahaan khususnya dalam implementasi GCG. 

b) Belum meratanya kesadaran dan komitmen baik dari pimpinan 

manajemen maupun seluruh karyawan untuk menjadikan teknologi 

digital sebagai instrumen dalam peningkatan kinerja dan performa 

perusahaan. 

c) Terbatasnya kompetensi SDM yang ada dalam entitas perusahaan 

yang mampu menciptakan inovasi dan pemanfaatan digitalisasi 

sebagai sistem dan perangkat kerja kelembagaan perusahaan 

khususnya dalam penerapan GCG. 

d) Masih seringnya terjadi konflik kepentingan beberapa pemangku 

kepentingan  dan pengambil kebijakan dalam perusahaan ( integritas ). 

                                                           
23

   Fukuyo , Kazuhiro  , Yamaguchi University- 2021,  "The 6th International Conference on Management in 
Emerging Markets (ICMEM) 2021", https://jabarprov.go.id/berita/waspadai-dampak-negatif-
berkembangnya-digitalisasi-1863 (diakses 7 September 2022 ) 

24
   https://www.its.ac.id/news/2019/06/13/bagaimana-industri-4-0-dan-society-5-0-bantu-ciptakan-

kesejahteraan/ (diakses 15 sept 2022) 
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e) Masih rendahnya budaya perusahaan untuk mengimplementasikan  

GCG yang berbasis digital. 

f) Sistem pengendalian internal yang belum efektif. 

2) Masalah eksternal : 

a) Belum tegasnya  pemegang otoritas  antara lain Bapepam, Bank 

Indonesia, BPPN dan kementerian BUMN, kementerian Keuangan 

dan Kementerian terkait lainnya terhadap pelanggaran yang 

menyebabkan kinerja dan performa perusahaan negatif (merugi). 

b) Masih lemahnya  penerapan sanksi hukum terhadap kinerja 

manajemen yang buruk dan merugikan perusahaan. 

c) Belum adanya paying hukum untuk proteksi keamanan kejahatan 

pencurian data yang merugikan perusahaan (security cyber crime )  

3) Masalah struktur kepemilikan saham 

Adalah masalah yang diakibatkan dari kepemilikan dalam saham 

(persentase), kepemilikan saham  perusahaan terdiri atas dua yaitu : 

Pertama,  kepemilikan terkonsentrasi ( pemilik saham mayoritas ) dalam 

hal ini adalah pemerintah selaku pemilik saham mayoritas dalam BUMN,  

dan kedua adalah kepemilikan menyebar (saham tersebar pada banyak 

orang dengan kepemilikan yang kecil-kecil ( berlaku pada perusahaan 

non BUMN).  

Dalam BUMN kepemilikan masyoritas saham adalah pemerintah 

maka diterapkan theory agency yaitu pemilik saham tidak langsung 

terlibat mengelola perusahaan tetapi diwakili oleh twoboard ( dewan 

direksi dan dewan komisaris) yang akan menjalankan fungsi pengelola 

(direksi) dan fungsi pengawasan/kontrol oleh dewan komisaris. Namun 

dalam hal independensi seringkali masih terjadi intervensi dari unsur 

pemerintah yang dalam hal ini dapat mengurangi nilai perusahaan jika 

perusahaan mengalami kesulitan mewujudkan prinsip keadilan dengan 

baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada entitas tertentu 

yang dapat menggunakan sumberdaya perusahaan secara dominan. 

Untuk itu juga diperlukan sistem pengendalian internal. Jika perusahaan 

memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, seperti mempunyai 

sistem yang menjamin pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab 
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secara adil di antara berbagai partisipan dalam organisasi (dewan 

komisaris, dewan direksi, manajer, pemegang saham, serta pemangku 

kepentingan lainnya), dan dampak negatif ini juga akan hilang jika dalam 

stuktur organisasinya, perusahaan mempunyai Komisaris Independen 

dengan jumlah tertentu dan memenuhi kualifikasi yang ditentukan 

(syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi Komisaris Independen). 

Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong 

dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan 

menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang memperhatikan 

kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan 

lainnya. 

Berikut ini beberapa contoh perusahaan BUMN yang telah menggunakan  

platform digitalisasi dalam proses manajemen dan tata kelola perusahaan 

antara lain :   

PT. KRAKATAU STEEL  

Krakatau Steel membangun empat pilar sebagai implementasi 

transformasi digital. Empat pilar itu adalah implementasi Business Intelligence 

dan Digital Control Tower, implementasi Aplikasi Untuk Sales, Krasdemy 

sebagai platform pelatihan digital, dan Krasoptima sebagai Tools Forecasting. 

Juga dalam kaitan optimalisasi marketing produk Krakatau Steel membangun 

platform aplikasi KRASmart Marketplace.  Platform penjualan ini menyediakan 

berbagai produk baja Krakatau Steel berupa baja hulu hingga produk baja hilir. 

Aplikasi ini memudahkan para konsumen melakukan transaksi pembelian 

kapan dan di mana saja yang berimbas pada peningkatkan penjualan, 

produktivitas, serta efisiensi masing-masing sales force. Juga Krakatau Steel 

memiliki aplikasi Sales GO. Program ini menyuguhkan informasi secara real 

time untuk mengetahui kondisi di berbagai fungsi. Mulai dari operasi, 

komersial, keuangan, hingga penjualan. 

Perum PERURI 

Peruri membangun aplikasi smart factory di bidang produksi yang dapat 

menghubungkan  mesin atau sistem satu dengan lainnya sehingga proses 

produksi ebih efektif, fleksibel, optimal, dan efisien. Dengan digitalisasi 
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tersebut terjadi efisiensi dana, waktu dan kapasitas produksi yang bisa 

ditingkatkan. 

MIND ID (Mining Industri Indonesia) 

MIND ID adalah BUMN Holding bergerak dibidang oertambangan yang 

beranggotakan : PT. Antam, PT. Bukit Asam, PT. Freeport, PT. Inalum, PT. 

Timah). MIND ID membangun aplikasi Mastermine untuk meningkatkan 

efektivitas pengelolaan air limbah tambang. Platform Mastermine berfungsi 

mempermudah monitoring kualitas air limbah tambang melalui perubahan dari 

manual menjadi digital yang berdampak pada  efisiensi biaya perusahaan. 

PT. PELNI 

Dalam menerapkan prinsip GCG yaitu transparansi dan akuntabilitas 

dalam kaitan pungutan liar/ gratifikasi  maka PT. Pelni membangun sistim 

digitalisasi melalui  Aplikasi tersebut diantaranya PelniDoc, MyCargoo!, self 

scan barcode, laporan protokol kesehatan di cabang dan kapal, PMS (planned 

maintenance system), Winona, Pelni Agency, Bitrix24, aplikasi pengelolaan 

SDM, dan Siparsel. 

PT. PLN  

Beberapa  program digitalisasi PLN antara lain Smart Grid dan Smart 

Meter. Dan juga strategi Digital Distribution Excellent, Digital Procurement, 

dan Digital Maintenance. Digital Procurement menjadikan proses pengadaan 

terdigitalisasi secara end to end, sehingga proses menjadi lebih transparan, 

simpel, dan efisien. Digitalisasi untuk kemudahan layanan pelanggan 

diwujudkan juga lewat hadirnya aplikasi PLN Mobile generasi terbaru. 

Untuk percepatan penyelesaian pengaduan pelanggan,  PLN  mendesain  

Outage Management – Notification. Program ini untuk meningkatkan 

Customer Experience sehingga  proses sinergi dan berkesinambungan dalam 

meminimalisir respons dan recovery time penyelesaian pengaduan. 

PTPN: 

PTPN membangun sistim digitalisasi Mill Excellence Indicator (milena), 

yaitu  aplikasi android yang terkoneksi dengan peralatan dan sistem yang 

terpasang di setiap lokasi pabrik kelapa sawit (PKS). Dengan sistim ini  

pengolahan tandan buah segar (TBS) sawit menjadi crude palm oil (CPO) 
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pada  12 pabrik milik PTPN V dapat dipantau  real time via smartphone. 

Beberapa platform digitalisasi lainnya milik PTPN adalah intank, NBex 

PT. PERTAMINA: 

BUMN milik Pertamina juga melakukan  transformasi digital berupa : 

 Digital marketing: Pertamina kini tidak melakukan promosi secara 

konvensional saja melainkan mulai memanfaatkan sosial media.  

 Digital sales: Pertamina Group meluncurkan aplikasi myPertima yang 

mempermudah  pembayaran, promosi, pemberian informasi hingga 

penghargaan  untuk para pelanggan.  

 Digital customer care: Layanan customer care ini  untuk melayani 

pemberian informasi seputar produk Pertamina kepada masyarakat.. 

 Digital business model innovation: adalah inovasi dengan melakukan home 

delivery beberapa produk Pertamina. 

PT. TELKOM : 

PT Telkom Indonesia menciptakan produk aplikasi Metaverse  yaitu 

MetaNesia untuk mensinergikan BUMN, swasta, atau UMKM dalam satu 

tatanan sistem. Telkom juga banyak memfasilitasi berbagai aplikasi digital di 

beberapa BUMN . Salah satu contoh bekerjasama PT Sabre Network 

Indonesia dalam bidang platform digital pariwisata yaitu Wonderin.id. 

Kerjasama ini melalui fitur Online Booking Tools untuk digitalisasi pada 4.000 

agen perjalanan. Telkom berharap  proses digitalisasi ini dapat mendongkrak 

pariwisata Indonesia yang sempat surut karen pandemi COVID-19. 

PT. KBI ( Kliring Berjangka Indonesia) 

PT. KBI membangun Sistem Resi Gudang dengan aplikasi registrasi 

yang mengaplikasikan teknologi blockchain dan smart contract, da nada juga  

apliaksi e-nota, Human Resources Information System (HRIS), serta sistem 

internal tata kelola perusahaan yang terotomasi secara system digital 

PT.INDONESIA POWER 

Proses digitalisasi dalam tata kelola dan manajemen Indonesia Power 

antara lain : 

 Digital Procurement: 

d) Aplikasi pengadaan end to end. 
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e) Merupakan Supply Chain 

f) Management dengan tiga aspek yaitu :  pengembangan SDM,  

bisnis,  dan teknologi (People, Business, & Technology) 

berbasis industri 4.0. 

 Flatform PRO-PMO  

g) Project Management Office. 

h) Aplikasi monitoring proyek yang terintegrasi. Tujuannya 

pertama, untuk monitoring milestone project (tahapan inisiasi, 

perencanaan, prakonstruksi, konstruksi, hingga COD), kedua,  

monitoring realisasi anggaran investasi, profil risiko proyek, isu 

strategis proyek, dan project monthly report. 

 FAST – Financial Analysis Sistem Terpadu : 

i) Aplikasi visualisasi kinerja keuangan secara real time. 

j) Berbasis ERP online, Pronia, dan IPMS. 

 IP-Pro Inventory 

k) Aplikasi berbasis Android dan iOS yang memanfaatkan fitur QR 

Code sebagai identifier. 

l) Terintegrasi dengan ERP dan Maximo. Tujuan: mempercepat 

dan mempermudah kegiatan inventori oleh bidang terkait yang 

tak dibatasi ruang dan waktu. 

PT. JASA RAHARJA 

Implementasi digitalisasi yang diterapkan PT. Jara Raharja pada sektor 

program intensifikasi pendapatan melalui  penerapan operational excellence 

yang berpedoman dengan governance risk compliance, sektor pendapatan, 

pengelolaan investasi yang aman, pengembangan human capital yang 

unggul , serta efisiensi biaya yang dilakukan manajemen antara lain 

penerapan sistem DASI-JR, sistem keuangan Oracle e-Business Suite untuk 

transaksi pendapatan, investasi, klaim dan lain-lain, kemudian sistem 

pelaporan manajemen risiko digital Sistem Informasi Manajemen Risiko 

(SIMMR), tata kelola SDM melalui HRIS, MOVIS, tata persuratan digital SIAP-

JR, dan PKBL Online. Langkah transformasi digital untuk peningkatan 

pelayanan terhadap masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan 

aplikasi JRKu dan Sistem Verifikasi Rawatan (Sivera). Integrasi sistem 
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pelayanan santunan dengan Korlantas Polri, Sistem Kependudukan dan 

catatan sipil, BPJS Kesehatan dan Rumah Sakit juga terus dilakukan. 

Perbankan HIMBARA ( BRI, BNI, Bank Mandiri dan BTN ) 

BUMN perbankan adalah yang paling berhasil meningkatkan laba 

perusahaan secara signifikan dari penerapan sistem digital  dan konsisten 

mengupgrade teknologi digitalnya. Teknologi yang digunakan oleh perbankan 

seperti BRI dengan BRImo (BRI Mobile Banking), Bank Mandiri dengan Livin 

Mandiri, BNI dengan BNI Mobile Banking, BTN dengan aplikasi BTN Mobile 

Banking. 

KEMENTERIAN BUMN 

Kementerian BUMN memprakarsai platform E-commerce yaitu  PaDi 

UMKM (PaDi : Pasar Digital)  yang merupakan platform digital untuk 

mempertemukan pelaku UMKM dengan Perusahaan BUMN. BUMN yang 

terlibat dalam  PaDi UMKM yaitu Telkom selaku  aggregator PaDi UMKM, 

bersama delapan  BUMN lainnya yaitu  Pertamina, BRI, Pupuk Indonesia, 

Wijaya Karya, Waskita Karya, Pegadaian, PNM, PT.PP. 

 

15. Strategi Pemanfaatan Teknologi Digital Guna Menopang Pelaksanaan 

GCG Secara Optimal. 

Guna mewujudkan kinerja positif pada perusahaan BUMN maka upaya 

pelaksanaan GCG harus berjalan secara konsisten, sistimatis dan 

berkelanjutan. Upaya kearah tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan 

teknologi digitali. Dan untuk mendapatkan strategi yang tepat kearah itu hal 

yang akan dilakukan adalah  pemetaan dan analisa sehingga diperoleh 

arahan untuk menentukan langkah dan kebijakan yang tepat. Pendekatan 

analisis sederhana yang dibuat adalah melakukan pemetaan melalui analisis 

SOAR (Strenght, Opportunities, Aspiration, Results). Pendekatan ini penting 

karena akan terfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan BUMN 

dengan mensinergikan peluang –peluang kondisi eksternal yang 

memungkinkan untuk dioptimalkan dalam menyusun kebijakan perusahaan 

menyengkut aspirasi/harapan dan target perusahaan. Konteks pemanfaatan 

teknologi digital dibuat dalam kerangkan pelaksanaan GCG sebagai prasyarat 
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untuk meningkatkan performa dan kinerja positif perusahaan. Untuk 

menyusun strategi pemanfaatan teknologi maka dilakukan analisis SOAR. 

 

a. Analisis SOAR ( Strengths, Opportunities, Aspirations, Results ) 

Untuk mendapatkan gambaran tentang pemanfaatan digital dalam 

pelaksanaan GCG  pada BUMN, maka dilakukan pemetaan melalui 

pendekatan analisis SOAR secara sederhana ( lihat table 2). 

 

                 Tabel : 2 
                                                              Tabel analisis SOAR 
 

 STRENGTH (Kekuatan) 

1). Aset yang dimiliki BUMN 
 
2). Struktur organisasi & SDM yang 

jumlahnya besar (tersedia) 
 
3). Anggaran dan sarana-prasarana 

yang ada 
 
4). Dukungan pemerintah yang baik. 

ASPIRATIONS (Harapan) 
 
1). Terciptanya sistem digital yang 

baik untuk menopang 
pelaksanaan GCG dalam 
Perusahaan BUMN. 

 
2). Perlunya Regulasi perlindungan 

data perusahaan dari kejahatan 
cyber crime. 

 
2). Optimalnya kinerja BUMN guna 

berkonstribusi bagi Negara dan 
juga bagi peningkatan ekonomis 
Secara Nasional. 

OPPORTUNITIES 
(Peluang ) 
 
1). Kemajuan Teknologi dalam 

Era Revolusi Industri 4.0 
 
2). Terbukanya peluang sinergi 

dan Kolaborasi  dengan 
semua BUMN lain. 

 
3). Banchmarking yang ada dapat 

dijadikan  standart dan 
pembelajaran.  

 

SO : 

1). Optimalisasi seluruh sumber 
daya yang dimiliki tiap 
perusahaan BUMN untuk 
menerapkan Digitalisasi dalam 
pelaksanaan GCG 

 
2). Memfasilitasi SDM Perusahaan 

untuk kompetensi digitalisasi dan 
GCG. 

AO : 

1). Penyusunan konsep peta jalan 
dalam sistim digitalisasi GCG di 
masing-masing BUMN 

 
2). Melakukan    kolaborasi  dan 

benchmarking dengan lembaga 
atau BUMN Lainnya dalam 
optimalisasi sistim digital pada 
GCG. 

RESULTS (Hasil ) 

1). Pemanfaatan digitalisasi 
dalam menopang 
pelaksanaan GCG secara 
maximal. 

 

2). Terciptanya kinerja dan 
performa  positif pada BUMN 
untuk berkonstribusi bagi 
perekonomian Nasional. 

SR : 

1. Terwujudnya Sumber Daya 
Manusia yang kompeten dan 
terbentuknya budaya 
perusahaan BUMN berbasis 
sistem  digital yang menopang 
pelaksanaan GCG secara 
konsisten, sistematis dan 
berkelanjutan. (Strategi : 
dilakukan peningkatan 
kompetensi SDM Berbasis 
Digital dan Membangun sistem 
dan budaya kerja berbasis 
digital) 
 

2. Terbentuknya devisi atau 
pelembagaan yang khusus 
menangani penerapan  
teknologi digital yang 
menopang pelaksanaan GCG 

AR : 

1. Terwujudnya sistem 
digitalisasi dalam pelaksanaan 
GCG pada setiap BUMN 
sehingga tercipta kinerja 
BUMN yang positif dan 
menghasilkan profit/laba bagi 
negara serta berkonstribusi 
signifikan bagi perekonomian 
Nasional. 
 

2. Diperluka terbitnya Regulasi 
dalam  perlindungan data 
perusahaan dari kejahatan 
cyber crime. 

INTERNAL 
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dalam perusahaan. 
 

3. Terbentuknya mekanisme dan 
budaya kerja yang menyatu 
dengan GCG dalam seluruh 
proses manajemen yang 
berlangsung dalam 
perusahaan ( code of conduct 
dan Board Manual Digitalisasi) 

 

      
 

b. Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Implementasi  GCG  

Berdasarkan Peraturan Menteri (PERMEN) BUMN No. 01 Tahun 

2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik / Good 

Corporate Governance (GCG) pada BUMN dan dikaitkan dengan 

beberapa jenis perangkat teknologi digital yang sesuai untuk tata kelola 

perusahan maka implementasi digitalisasi dalam 5 prinsip GCG dapat di 

lakukan sebagai berikut : 

1) Transparansi : Implementasi digitalisasi untuk menopang pelaksanaan 

prinsip  transparansi dapat dilakukan melalui sarana : 

 Situs Web site :  Memposting dokumen korporasi mulai dari RJPP, 

RKAP dan agenda serta keputusan RUPS, juga  laporan rutin 

korporasi ( semester dan tahunan)  dan hasil audit akuntan 

independen melalui media massa nasional dan juga link ke situs 

/website kementrian BUMN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri 

BUMN (SE nomor 07 / MBU / 09 / 2014 ) 

 Penerapan Cloud Document Management System untuk kodifikasi 

sistim administrasi dan pengarsipan. 

 Aplikasi smart quality control khusus dalam transparansi produk 

manufactur 

 Aplikasi Eprocurement : Membangun sebuah aplikasi atau perangkat 

digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa di tiap BUMN. 

 Aplikasi smart report yang terintegrasi pada document management 

system (DMS) yang dapat dikembangkan sendiri oleh tiap 

perusahaan berdasarkan spek dan kebutuhan dan bisnis model 

masing-masing koorporasi seperti : pelaporan WBS, sales/marketing, 
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produksi, aplikasi meeting dan laporan Minute of Meeting, dan 

lainnya). 

 Penggunaan Enterprise Resource Planning.( ERP) Yaitu sistem 

terpadu perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya 

perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan 

perencanaan sampai pada pengelolaan sumber daya perusahaan. 

 

2) Akuntabilitas : Implementasi digitalisasi untuk menopang pelaksanaan  

prinsip akuntabilitas diterapkan melalui sarana : 

 Website Korporasi : Perangkat posting dokumen laporan kerja 

Direksi dan Dewan komisaris/pengawas sesuai regulasi baik UU 40/ 

2007 ( tentang Perseroan Terbatas), UU Nomor 19 Tahun 2003 

(Tentang BUMN ) dan Permen BUMN nomor 01/ MBU 

/2011(Tentang GCG BUMN). Dokumen tersebut juga bisa diakses 

oleh public khusus bagi korporasi yang berstatus Perusahaan 

terbuka. 

 Aplikasi smart report sebagai document management system (DMS) 

yang terintegrasi dengan kementrian BUMN selaku wakil pemegang 

saham pemerintah. 

 Penggunaan Enterprise Resource Planning.( ERP) Yaitu sistem 

terpadu perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya 

perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan 

perencanaan sampai pada pengelolaan sumber daya perusahaan. 

 Aplikasi platform smartphone yang dapat setiap saat diakses melalui 

smartphone masing-masing pejabat pada stakeholder terkait 

( Direksi, Komisaris dan Pejabat Kementrian ). Dalam aplikasi ini 

juga mencakup pedoman code of conduct, board manual dan Key 

Performance Indicator direksi dan komisaris, pedoman benturan 

kepentingan dan juga  work instruction untuk semua divisi dalam 

perusahaan tersebut. 

 

3) Responsibilitas : Implementasi digitalisasi untuk menopang 

pelaksanaan prinsip  responsibilitas  diterapkan melalui sarana : 
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 Website Korporasi : Perangkat posting dokumen rangkaian 

manajemen dan operasional korporasi dan kesesuaian regulasi 

perundangan yang harus menjadi pedoman  kerja Direksi dan 

Dewan komisaris/pengawas dan semua stakeholder BUMN sesuai 

regulasi baik UU 40/ Tahun 2007 ( tentang Perseroan Terbatas), UU 

Nomor 19 Tahun 2003 (Tentang BUMN ) dan Permen BUMN nomor 

01 / MBU / 2011 (Tentang GCG BUMN). Dokumen tersebut juga 

harus bisa diakses oleh stakeholder terkait sehingga tercipta 

kolaborasi dan check and balances dalam tata kelola korporasi. 

 Aplikasi platform korporasi terkait  document management system 

(DMS) yang terintegrasi dalam cloud computing  perusahaan yang 

mengintegrasikan semua data perusahaan secara aman dan 

terkonsolidasi dalam data center perusahaan. 

 Aplikasi platform smartphone yang setiap saat dapat  diakses melalui 

smartphone masing-masing manajemen perusahaan maupun  

stakeholder terkait ( Direksi, Komisaris dan Pejabat Kementrian 

bahkan mitra bisnis korporasi ). Dalam aplikasi ini juga mencakup 

pedoman code of conduct, board manual dan Key Performance 

Indicator direksi dan komisaris, pedoman benturan kepentingan dan 

juga  beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam tata kelola 

perusahaan . 

 

4) Kemandirian : Implementasi digitalisasi untuk menopang pelaksanaan  

prinsip kemandirian  diterapkan melalui sarana : 

 Website Korporasi : Perangkat posting dokumen rangkaian 

manajemen dan operasional korporasi dan kesesuaian regulasi 

perundangan yang harus menjadi pedoman  kerja Direksi dan 

Dewan komisaris/pengawas dan semua stakeholder BUMN terkait 

independensi dalam GCG seperti code of conduct , mekanisme 

promosi dan pengangkatan pejabat internal BUMN berdasarkan 

regulasi baik UU 40/ 2007 ( tentang Perseroan Terbatas), UU Nomor 

19 Tahun 2003 (Tentang BUMN ) dan Permen BUMN nomor  01/ 

MBU / 2011(Tentang GCG BUMN). Dokumen tersebut juga harus 
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bisa diakses oleh stakeholder terkait sehingga tercipta kolaborasi 

dan check and balances dalam tata kelola korporasi. 

 Aplikasi platform korporasi terkait  document management system 

(DMS) yang terintegrasi dalam cloud computing  perusahaan yang 

mengintegrasikan semua data perusahaan secara aman dan 

terkonsolidasi dalam data center perusahaan. 

 Aplikasi Eprocurement : Membangun sebuah aplikasi atau perangkat 

digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa di tiap BUMN. 

 Aplikasi platform smartphone yang setiap saat dapat  diakses melalui 

smartphone masing-masing manajemen perusahaan maupun  

stakeholder terkait ( Direksi, Komisaris dan Pejabat Kementrian 

bahkan mitra bisnis korporasi ). Dalam aplikasi ini  mencakup 

pedoman code of conduct, pedoman benturan kepentingan dan juga  

beberapa regulasi yang menjadi acuan dalam tata kelola 

perusahaan . 

 

5) Kewajaran: Implementasi digitalisasi untuk menoang pelaksanaan 

prinsip kewajaran (fairness) diterapkan melalui sarana : 

 Website Korporasi : Perangkat posting Memposting dokumen 

korporasi mulai dari RJPP, RKAP dan agenda serta keputusan 

RUPS, juga  laporan rutin korporasi ( semester dan tahunan)  dan 

hasil audit akuntan independen melalui media massa nasional dan 

juga link ke situs /website kementrian BUMN. Berdasarkan Surat 

Edaran Menteri BUMN (SE no: 07/MBU/09/2014 ) dan juga dokumen 

operasional korporasi sesuai regulasi baik UU 40/ 2007 ( tentang 

Perseroan Terbatas), UU Nomor 19 Tahun 2003 (Tentang BUMN ) 

dan Permen BUMN nomor 01/ MBU /2011 (Tentang GCG BUMN). 

Dokumen tersebut juga harus bisa diakses oleh stakeholder terkait 

sehingga tercipta kesetaraan dalam akses informasi baik untuk  

kolaborasi maupun terkait keberlangsungan  check and balances 

dalam tata kelola korporasi. 

 Aplikasi platform korporasi terkait  document management system 

(DMS) yang terintegrasi dalam cloud computing dan big data 
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perusahaan perusahaan yang mengintegrasikan semua data 

perusahaan secara aman dan terkonsolidasi dalam layanan data 

center. 

 Aplikasi platform smartphone yang setiap saat dapat  diakses melalui 

smartphone masing-masing manajemen perusahaan maupun  

stakeholder terkait ( Direksi, Komisaris dan Pejabat Kementrian 

bahkan mitra bisnis korporasi ).  

Pelaksanaan GCG yang ditopang dengan penggunaan teknologi 

digital dalam seluruh aksi korporasi memberi pengaruh yang besar 

terhadap kinerja manajemen sehingga kontrol terhadap fraud 

(penyimpangan dan kecurangan) bisa terkontrol dan diminimalisasi serta 

tercapainya efisiensi dan efektifitas secara optimal dan menciptakan opini 

positif dari para investor dan seluruh pemangku kepentingan sehingga 

performa keuangan dan  laporan tahunan perusahaan juga berdampak 

positif. Hal ini membawa efek positif terhadap beberapa perusahaan yang 

selama ini mengalami restrukturisasi sehingga dapat keluar dari problem 

negatif baik dalam laporan keuangan, kinerja manajemen dan kualitas 

pelaksanaan GCG sebagaimana yang dialami beberapa BUMN yang dapat 

pulih dari kerugian yang berkepanjangan.  

Terlepas dari banyak faktor-faktor  penyebab beberapa BUMN 

mengalami kerugian dan juga penurunan kinerja dan  masalah keuangan, 

ada beberapa BUMN yang pada akhirnya harus dinyatakan pailit hingga 

pada tahap pembubaran diantaranya   : PT. Merpati Nusantara Airlines, PT. 

industry Gelas, PT. Kertas Kraft Aceh, PT. PANN ( Pembiayaan Armada 

Niaga Nasional), PT. Istaka Karya, PT. Industri Sandang Nusantara, dan 

PT. Kertas Leces.  

Selain BUMN yang dinyatakan pailit dan dibubarkan,  terdapat juga 

beberapa BUMN yang mengalami penurunan kinerja keuangan yang dalam  

dan  kerugian yang besar termasuk beberapa BUMN yang memiliki hutang 

yang besar. Beberapa BUMN yang sedang mengalami permasalahan  

antara lain :    PT. Garuda Indonesia, PT. Waskita Karya, PT. Jiwasraya, 

dan PT. Indofarma. Dari penurunan kinerja tersebut banyak faktor terkait 

didalamnya, namun yang pasti salah satunya adalah  abai dalam 
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pelaksanaan GCG. Hal ini  menjadi faktor yang cukup signifikan dalam 

menciptakan kinerja negatif keuangan maupun banyaknya masalah yang 

dihadapi dari perusahaan BUMN. Pada gambar 4 dapat dilihat data dari 

beberapa BUMN yang bermasalah dan yang dibubarkan. 

       

 

 

( Gambar  4 ) : 

Infografis Daftar BUMN dibubarkan. ©2021 Merdeka.com/Grafis: Amar Choiruddin 

Dalam : https://www.merdeka.com/khas/penyebab-beberapa-perusahaan-bumn-ditutup.html 
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BAB  IV 

 PENUTUP 

 

16. Simpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat diambil simpulan  sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) pada BUMN saat ini 

umumnya sudah berjalan dimasing-masing perusahaan namun belum 

maksimal sebagaimana yang diharapkan berdasarkan Permen BUMN 

nomor 1 Tahun 2011Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance). Hal tersebut karena adanya beberapa 

permasalahan yang disebabkan oleh: pertama, faktor internal yang 

terkait langsung dengan 5 (lima)  prinsip GCG pada transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran, kedua 

adalah faktor eksternal terkait sisi penegakan hukum, sisi paradigma 

dan budaya, serta sisi kepentingan politik.  

b. Penggunaan teknologi digital (digitalisasi) guna melaksanakan GCG 

BUMN di tiap-tiap perusahaan BUMN dilaksanakan sesuai bisnis model 

masing-masing BUMN dengan spesifikasi digitalisasi berbasis internet 

seperti: IoT (internet of things), Big Data, Blockchain Platform, Cloud 

Computing, Artificial Inteligen, Robotic, dan berbagai jenis platform 

turunan yang sesuai kebutuhan operasional usaha dan bisnis model 

masing-masing perusahaan BUMN antara lain  website, cloud 

document manajement system, eprocurement,enterprise resource 

planning,  smart report, factory autocontrol, platform smartphone report, 

dan banyak lagi platform aplikasi lain.  Bahkan saat ini sedang hangat 

pembicaraan sistem metaverse untuk diaplikasi dalam beberapa dunia 

bisnis. Penggunaan  berdasarkan pertimbangan-pertimbangan skala 

prioritas yang dibutuhkan sesuai cluster usaha masing-masing. 

c. Strategi pemanfaatan teknologi digital guna menopang pelaksanaan 

GCG  mempertimbangkan dan dipengaruhi oleh situasi eksternal dan 
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internal . Pengaruh eksternal yaitu; regulasi dari pemerintah 

(kementerian BUMN) perlu menekankan sanksi hukum bagi setiap 

pejabat dan pengelola perusahaan BUMN yang lalai dan abai terhadap 

pelaksanaan GCG dan pemanfaatan sistem digitalisasi dalam 

manajemen korporasi. Sementara faktor internal strategi pertama 

adalah penguatan dan peningkatan  kompetensi SDM yang berbasis 

digital setiap perusahaan BUMN. Kedua, adalah membangun budaya 

korporasi yang komitmen dan konsisten terhadap pelaksanaan GCG 

dalam perusahaan yang ditopang dengan komitmen dan konsistensi 

penggunaan teknologi digital dalam berbagai proses manajemen 

perusahaan. Strategi kelembagaan adalah dengan membentuk devisi 

organisasi yang khusus menangani dan mengelola pemanfaatan digital 

dalam internal perusahaan. 

Dengan pemanfaatan digitalisasi yang diterapkan pada tata kelolan 

perusahaan khususnya pada implementasi dalam pelaksanaan GCG 

diperoleh hasil peningkatan kinerja dan performa BUMN yang makin baik 

dengan terjadinya efisiensi dan efektifitas manajemen dan produksi serta 

pemasaran yang  mengalami peningkatan, juga kinerja keuangan yang juga 

mengalami peningkatan dari laporan secara berkala beberapa BUMN. 

Semua output tersebut secara Nasional memberi dampak bagi peningkatan 

perekonomian nasional melalui Setoran laba (deviden bagi negara ) 

berkonstribusi bagi APBN, memberi setoran pajak dari operasi Perusahaan 

BUMN, berkonstribusi bagi lapangan kerja dan kinerja perekonomian baik 

dibidang industri, perbankan, jasa dan lain-lain. 

 

17. Rekomendasi  

Penerapan digitalisasi dalam  pelaksanaan GCG ( Good Corporate 

Governance ) telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap performa 

manajemen perusahaan BUMN dan juga berimplikasi pada kinerja 

keuangan perusahaan yang menghasilkan peningkatan  laba usaha. Untuk 

itu perlu direkomendasikan untuk : 

a. Kementerian BUMN perlu menerbitkan regulasi/aturan hukum  agar 

setiap badan usaha BUMN  melakukan adaptasi digitalisasi dalam tata 
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kelola perusahaan khususnya  yang terkait pada 5 variabel GCG yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. 

Dalam regulasi tersebut perlu penekanan antara lain  : 

 

1) Pemberian insentif dan disinsentif .  

Bagi entitas BUMN yang menerapkan digitalisasi secara baik diberi 

insentif berupa pengembangan SDM berbasis kompetensi digital 

maupun tambahan penyertaan modal negara (subsidi dal lainnya), 

dan bagi BUMN yang belum menerapkan digitalisasi diberlakukan 

disinsentif berupa sanksi terhadap setiap kerugian maupun 

penurunan performa keuangan perusahan melalui peleburan dengan 

BUMN yang berkinerja baik (merger), juga menyetop bantuan 

penyertaan modal maupun subsidi negara  bahkan dipailitkan jika 

mengalami kerugian signifikan ( turunan dari  PP no: 23 tahun 2022). 

2) Struktur organisasi pada setia perusahaan BUMN wajib memiliki 

organ yang bertanggung jawab terhadap transformasi digital dalam 

perusahaan, karena telah menjadi kebutuhan yang esensial dalam 

dinamika dan kompetisi dunia usaha di era disrupsi teknologi. 

 

b. Untuk semua Perusahaan BUMN : 

1). Setiap perusahaan BUMN wajib mempersiapkan dan meningkatkan 

kompetensi  (upgrade) Sumber Daya Manusia dibidang digital 

sebagai prasyarat untuk menciptakan mekanisme kerja dan tata 

kelola perusahaan yang berbasis digital. 

2). Rekruitmen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi digital 

dilakukan secara transparan/terbuka,  dan melalui mekanisme  yang 

sesuai regulasi yang berlaku. Dalam merekrut SDM sangat penting 

menerapkan prinsip Right People on The Right Place 

( menempatkan orang yang tepat sesuai tempat dan kompetensinya 

yang tepat ). Jika perlu menggunakan konsultan SDM dalam proses 

rekruitmen tenaga SDM. Khusus kebutuhan SDM berbasis 

kompetensi digital yang mampu mendesain program cyber Crime 

security  
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3). Dalam kaitan digitalisasi pada lima variable GCG ( transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran ) maka 

setiap BUMN mesti memiliki flatform digital yang khusus untuk tujuan 

instrumen penerapan GCG. 

4). Untuk masing-masing perusahaan BUMN kami merekomendasi 

sebagai langkah  mengantisipasi kelemahan dan dampak negatif  

dari transformasi digital yang berupa kejahatan cyber crime seperti 

penyalahgunaan data, pencurian data dan informasi perusahaan, 

hacking, cyber attack, manipulasi data dan juga menyangkut  

ketertinggalan sistim digitalisasi dan teknologi platform, maka 

dibutuhkan sistim pengamanan berupa sistim cyber security pada 

masing-masing perusahaan BUMN  sehingga bisa menghindari 

serangan kejahatan cybercrime dalam peradaban digital. 

c. Pemerintah Pusat bersama DPR RI  diharapkan segera menerbitkan 

regulasi Undang-Undang keamanan siber ( UU Cyber security) untuk 

memayungi keamanan data bagi dunia usaha dan seluruh sektor yang 

memanfaatkan sistim digitalisasi dalam tata kelola lembaga. 
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9). Eksponen Aktivis 98 

10). Pengurus Pusat GMKI ( 1998 – 2000 ) 
11). Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ( Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ) 2000-2002 
12). Pengurus Study Kajian Perkotaan –Universitas Indonesia (2002-2004 ) 
13). Ketua Komisariat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, GMKI Makassar  (1994-1995 ) 
14). Sekretaris Cabang GMKI Makassar 1997-1998 

 

 

KURSUS  PROFESI : 
1)  Training  and Course : Soil and Environment Stabilization ( Road Technology – Studgart 2012 ). 
2)  Training Onboarding Komisaris BUMN, ( Kementerian BUMN RI ) Tahun 2021. 
3)  Training : Take Profit dan pengelolaan saham perusahaan ( Asia Chart, 2013 )
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4)  Training : Strategy Management dalam Bisnis Perusahaan ( 2015 ) 
5)  Training : Managing Effektive  ( Training PT. Bumi Kharisma 2016) 

 
PENDIDIKAN INFORMAL ( Sosial Kemasyarakatan ): 
1)  Leadership Training Course ( Basic Training, 1992 ) 
2)  Student Workshop , Brunei 1995 ( Pertemuan Mahasiswa Arsitektur ) 
3)  Youth and Student Meeting, Malaysia 1995 ( Pertemuan Mahasiswa Teknik  ) 
4)  Latihan Kepemimpinan Pemuda ( KNPI 1995, GMKI 1996 ) 
5)  Kursus Kader Kebangsaan I dan II ( Yayasan Leimena Jakarta 1996, 1997 ) 
6)  Training Jurnalistik (Yayasan Komunikasi Masyarakat-Yakoma PGI- Jakarta) 
7)  Social Analysis ( GMKI + Yayasan Bina Dharma- Salatiga, ) 
8)  Asia-Pacific Young Fellowship Meeting ( Bangkok-Thailand, 2000) 
9)  Handling Refuge ( GMKI + WSCF , Jakarta 2001). 
10) Workshop : Menuju Indonesia yang dicita-citakan ( KNPI + Cipayung -2003 ) 

 
LAIN-LAIN  : 

1). Penerima Beasiswa Mahasiswa berprestasi , kerjasama Univ.Hasanuddin  dengan PT., POS 
Indonesia ( tahun 1993, saat mahasiswa ) 

2). Penerima Beasiswa Mahaiswa berprestasi , kerjasama Univ. Hasanuddin dengan PT. Asuransi 
Bumi Putera 1912 ( Tahun 1994, saat mahasiswa ) 

4). Pembicara pada seminar dan pelatihan Pemuda , Mahasiswa dan Organisasi kemsyarakatan 
(Lokal & Nasional ). 

 

 
 

 
( David Pajung ) 


